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ABSTRAK

Partai politik merupakan salah satu kendaraan ydiggnakan dalam
proses demokratisasi. Mahfudz MD mengatakan balaméidurasi partai politik
sangat berpengaruh terhadap sebuah kebijakan,enartb partai politik yang
berkuasa tentunya mempunyai pengaruh besar terhpdages legitimasi
kebijakan.

Setelah adanya kebijakan liberalisasi politik dengdiberlakukannya
sistem multi partai, PKS hadir dengan membawa iswamdan menunjukkan
moralitas politik yang santun dalam setiap aksi darakan politiknya. Dalam
rangka pencintraan partai dakwah yang menjunjuagaajajaran Islam, PKS
dibackup oleh sebuah lembaga yang dinamakan Dewari'gh. Peran Dewan
Syari'ah di intern partai adalah sebagai wadah jresalm kader serta memberikan
ta’shil syar’i terhadap kebijakan partai.

Selain memberikata’shil syar’i, Dewan Syari’ah juga bertanggung jawab
terhadap pengawasan atas aplikagari dalam perilaku kader-kader PKS,
walaupun Pengawasan ini melibatkan seluruh komp&eman Syari'ah, mulai
dari tingkat pusat (DSP), wilayah (DSW) sampai keigdaerah (DSD). Jika
anggota Dewan Syari'ah mendapati kader yang meramgpatau tidak
melaksanakan ketentuan-ketentuan Islam sepertikmeda suap, penipuan, dan
pembohongan publik dalam berkampanye, maka Dewaari'@y berhak
memberikan teguran atau peringatan bahkan Dewarri'@yamempunyai
kewenangan untuk memberikan rekomendasi agar kwdeg bersangkutan
dikeluarkan dari partai.

Dalam kontemplasi politik Indonesia, keberadaan &ewyari'ah dapat
menjadi oase bagi masyarakat akan pemenuhan sebuah etika pdBikap
proaktif Dewan Syari’ah dalam penerapan etika Hétpdimanifestasikan dalam
seruan fatwa-fatwanya kepada seluruh partai yaaglathdonesia, terlebih fatwa
ini harus dilaksanakan oleh semua kader-kader PKS.
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KATA PENGANTAR

Alamonlillaly segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dan
wmiemberikan petunjik baginya jalan kebaikan dan keburukan.
Dan yang telap mewiberikan kebebasan kepada mannsia
untnk menentukan dan mempertanggungjanabhan
semma perbuatannya.

Kehadiran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalant&amperpolitikan di
Indonesia memang patut dipertimbangkan. Sebagaiangang dimiliki oleh
PKS yaitu membebaskan bangsa Indonesia dari sdgatduk kezaliman,
membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakamisimempersiapkan
bangsa Indonesia agar mampu menjawab berbagaieprabka dan tuntutan
masa mendatang, membangun sistem kehidupan bemalkstyalan bernegara
yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan membanmgara Indonesia baru yang
adil, sejahtera dan berwibawa.

Dalam mewujudkan visi tersebut PKS dengasbattk upoleh Dewan
Syari'ah mampu menciptakan citra partai yang kemud?KS dikenal sebagai
partai yang santun dan berpegang pada prinsipipriagran Islam. Dalam
koridor kepartaian, kewenangan dan tugas Dewani’'8lyaadalah memberikan
ta’shil syari terhadap kebijakan partai dan mengawasi pelakegaga
memberikan jawaban dan solssiar’i terhadap berbagai masalah yang dihadapi
partai dan anggotanya. Peran inilah yang kemudemadikan PKS sebagai satu-
satunya partai Islam yang mengalami peningkataandglerolehan suara pada
pemilu 2004.

Padahal dibalik fenomena itu, masyarakat sedanggatemi paranoid
yang diakibatkan oleh kelakuan para partai polakg selalu mengingkari dan
mengkhianati rakyat. Bahkan Banyak tinjauan daar yang mengatakan bahwa
negara kita adalah negara yang secara etis darl susial politik dan ekonomi
termasuk lunak. Kehadiran PKS seolah-olah mergadebagi masyarakat akan

pemenuhan sebuah etika politik. Ditengah ketidadgyeran masyarakat terhadap

vii



etika partai politik, Partai Keadilan Sejahtera pindengan membawa isu moral

dan menunjukkan etika politik yang santun dalam d&a gerakan politiknya.

Isu moral yang diusung oleh PKS ternyata tidak haisapan jempol,
sebagai partai Islam tentunya moralitas yang dibaRKS adalah moralitas yang
berdasarkan prinsip-prinsip etika Islam. Yaitu pipAprinsip sebagaimana
diterangkan dalam al-Qur'an dan hadits, diantaramgagenai prinsip untuk
menjadikan kekuasaan sebagai amanah (kepemimpimausyawarah, keadilan
sosial, persamaan, pengakuan dan perlindungan ka&i ananusia, prinsip
peradilan bebas, perdamaian dan keselamatan, kegen masyarakat dan
ketaatan rakyat. Walaupun Islam sendiri tidak memgkan mengenai ajaran
moralitas politik secara eksplisit, namun roh-rarilpku politik yang diwakili
oleh pembelaan kepentingan publik telah diterangldam Islam.

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi miljgetelah berusaha
dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikayayan tanpa bantuan dan
dukungan dari berbagai pihak yang berjasa dalamyameibbangkan gagasan,
meluangkan waktu serta tenaganya untuk memotivasulis. Melalui lembar
terbatas ini penulis mengucapkan terima kasih. Keeeslalah :

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Syari'dN Malisongo
Semarang yang telah memberi ijin penulis untuk memb dan mengkaji
permasalahan ini.

2. Kepada Kajur Siayasah Jinayah dan seluruh staf gdlag memberikan ide-
ide dalam merumuskan permasalahan yang penulis kaji

3. Bapak Dr. Agus Nurhadi, M.A yang telah meluangkaakinu dan tenaganya
memberikan kritik dan arahan dalam proses pembuat/a ilmiah ini.

4. Kepada seluruh pengurus Dewan Syari'ah Wilayah Jeevegah dan kader-
kader PKS yang sudi meluangkan waktunya untuk ishadie.

5. Semua teman-teman yang telah memberikan inspieasintbtivasi kepada
penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karydalam waktu yang

dicita-citakan.
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Di akhir tulisan ini, penulis mengajak seluruh pewd budiman untuk
turut memberikan saran dan kritik konstruktif demérbaikan karya ini
selanjutnya. Penulis hanya bisa berharap semoga ka@rdapat bermanfaat bagi

semua pihak sebagai upaya perbaikan moralitas 8angs

Semarang, Januari 2006

M. Faris
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BAB |

PENDAHUL UAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan masyarakat Indonesia partai poiigiiliki stigma
negatif. Partai politik lebih identik dengan sebumgtitusi dalam memperoleh
dan mempertahankan kekuasaan dengan melakukangaedzaa. Padahal
dalam UU No. 31/2002 tentang partai politik, digdan bahwa partai politik
merupakanorganisasi politik yang dibentuk oleh sekelompokgaanegara
Republik Indonesia secara sukarela atas dasarnpgasakehendak dan cita-
cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, amakgt, bangsa, dan
negara melalui pemilihan umum. Dalam undang-undemgebut nampak
jelas bahwa visi dari partai politik yaitu "mempemgkan kepentingan
anggota, masyarakat, bangsa dan negara". Tetapikesmyataannya sekarang
ini partai politik baru bisa melaksanakan visi ygegtama "memperjuangkan
kepentingan anggota" dengan berbagai upaya dan canduk
memperjuangkannya.

Keberadaan partai politik dalam negara yang mengaistem
demokrasi memang mutlak diperlukan. Dalam tatadaalitas, partai politik
diharapkan mampu mengakomodir dan memperjuangkapenkagan
masyarakat sebagai wujud Kkepedulian terhadap bardma negara.
Keberadaan partai politik menurut Samuel P. Humdimgnerupakan wujud

dari perilaku masyarakat modern, sedangkan masyara&disional pada



umumnya tidak memerlukan bahkan tidak mengenal yadaartai politik:
sedangkan kelompok penguasa cenderung menganggdpi sabagai
kekuatan pemecah belah dan mengancam otoritas aerek

Keberadaan partai juga dapat melengkapi berbaggsamgan untuk
melakukan tindak korupsi, namun dorongan untuk nagrgbn partai yang
berwibawa akan menggantikan segala bentuk kepemtingribadi yang
bersifat sektoral menjadi kepentingan umum yangembhgd. Dengan
terakomodirnya kepentingan umum dan kehidupan desging menolong,
tangan yang di atas membantu yang di bawah, yaag rkembantu yang
lemah, pemimpin membimbing bawahannya, serta rakgtdapat jaminan
akan hak-haknya. Walhasil, dalam kehidupan bernmaksg praktek saling
bantu sesama manusia dapat terwujud, untuk secarsarba menuju
kehidupan sejahtera yang menjadi idaman bagi sé@gsa. Hanya saja,
sering dalam kenyataan, muncul praktek-praktek myaag tidak terpuiji,
yang menjadikan kehidupan bermasyarakat dan beaéigak sebagaimana
yang diharapkan. Ada praktek perebutan kekuasaanminglasan terhadap
rakyat, pemusnahan hak-hak kewarganegaraan, pgasaantar pemimpin,
konflik horizontal dan lain sebagainya, yang meikad institusi sosial

berubah menjadi “arena pertarungan sergit”.

! Samuel P. HuntingtorPolitical Order in Changing SocietieSerj. Sahat Simanora dan

Suryatim “Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kejregan Massa”Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2003, him. 478.

% Ibid., him. 481.
3 Utsman Abdul Mu’is RuslanAl-Tarbiyah As-Siyasiyah ‘Inda Jama’ah Al-lkhwan- Al

Muslimin.Terj. Salafuddin Abu Sayyid, et al., “Pendidikarliflolkhwanul Muslimin”, Solo : Era
Intermedia, 2000, him. Viii.



Sementara itu rakyat yang menjadi korbannya, haayana segelintir
para penguasa dengaested interesya untuk tetap berkuasa dan tidak
menanamkan kebajikan dan kendaraan yang mengamtamkat manusia
menuju kehidupan ideal yang dicita-citakan. Karfsmomena yang demikian
maka praktek kebijakan para penguasa terhadapawaegaranya sering
menjadi sorotan dan pembahasan yang tidak adahabisnya.

Banyak tinjauan dari luar (yang hendaknya kita kolegitu saja
secaraxenofobi$ mengatakan bahwa negara kita adalah negara ysanagas
etis dan moral sosial polittk dan ekonomi termaturkak? Dalam konteks
inilah agaknya pembicaraan tentang etika politikhya@i relevan. Pentingnya
pembahasan mengenai etika politik setidaknya katigaaalasanPertama
betapapun kasar dan tidak santunnya suatu politiidakannya tetap
membutuhkan legitimasi. Legitimasi tindakan ini m#&dak mau harus
merujuk pada norma-norma moral, nilai-nilai, hukuatau peraturan
perundangan. Di sinilah letak celah di mana etikditib dapat berbicara
dengan otoritasKedug etika politik berbicara dari sisi korban. Politjiang
kasar dan tidak adil akan mengakibatkan jatuhnyebdto Korban akan
membangkitkan simpati dan reaksi indignation (térakn protes terhadap
ketidakadilan). Keberpihakan pada korban tidak akamnoleransi politik
yang kasar. Jeritan korban adalah berita duka b&ga politik. Ketiga,
pertarungan kekuasaan dan konflik kepentingan yaedarut-larut akan

membangkitkan kesadaran tentang perlunya penyategang mendesak dan

* Nurcholis Madijid,Cita-Cita Politik Islam Era Revormasilakarta: Paramadina, 1999,
hlm. xxxx.



adil. Penyelesaian semacam ini tidak akan terwbjladtidak mengacu pada
etika politik. Pernyataan "perubahan harus korstinal' menunjukkan
bahwa etika politik tidak bisa diabaikan begitiasSaj

Tujuan etika politik adalah mengarahkan ke hidupgybkaik, bersama
dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lipgkebebasan dan
membangun institusi-institusi yang adil. Definisika politik ini membantu
menganalisis korelasi antara tindakan individuahdakan Kkolektif, dan
struktur-struktur yang ada. Dalam perspektif ingngertian etika politik
mengandung tiga tuntutan: (1) upaya hidup baik @mees dan untuk orang
lain; (2) upaya memperluas lingkup kebebasan; 8amémbangun institusi-
institusi yang adif. Tiga tuntutan tersebut saling terkait. "Hidup bena dan
untuk orang lain" tidak mungkin terwujud kecuallabmenerima pluralitas
dan dalam kerangka institusi-institusi yang adidu baik tidak lain adalah
cita-cita kebebasan: kesempurnaan eksistensi atagapaian keutamaan.
Institusi-institusi yang adil memungkinkan perwugnd kebebasan yang
mencegah warga negara atau kelompok-kelompok ddpuptan yang saling
merugikan. Kebebasan warga negara mendorong ihisian sikap kritis
terhadap institusi-institusi yang tidak adil. Petigex kebebasan yang terakhir
ini dimaksudkan sebagai syarat fisik, sosial, dafitip yang perlu demi
pelaksanaan konkret kebebasadenfocratic liberties yang meliputi
kebebasan pers, kebebasan berserikat, kebebasgeloagkan pendapat, dan

sebagainya.

® Ruslani, “Ingatan Sosial dan Etika Politik”, dal#&uompas Edisi Rabu 01 Juni 2005.
6 .
Ibid.



Kehadiran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalant&amperpolitikan
di Indonesia patut dipertimbangkan. Visi/usaha ydmgiliki oleh PKS yaitu
membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentutinkea, membina
masyarakat Indonesia menjadi masyarakat Islami, peesiapkan bangsa
Indonesia agar mampu menjawab berbagai problema taatatan masa
mendatang, membangun sistem kehidupan bermasyalahkdternegara yang
sesuai dengan nilai-nilai Islam dan membangun @efgatonesia baru yang
adil, sejahtera dan berwibawa (AD Pasal 6). Terdmya pemerintahan yang
jujur, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawabd&sarkan nilai-nilai
kebenaran dan keadilan. Tegaknya 'Masyarakat Islg@ng memiliki
kemandirian berdasarkan sebuah konstitusi yang amenj hak-hak rakyat
dan bangsa Indonesia (ART Pasal 3). Dalam mewujugis/misi yang ada
dalam AD/ART partai, banyak komentar bahwa kade6Rlapat dikatakan
cukup komit. Mereka mematuhi aturan-aturan yangelsebnya telah
disepakati bersama dan santun dalam berpolitik.

Semua kebijakan dan perilaku kader-kader PKS dat@nyikapi
persoalan yang mereka hadapi tidak lepas dari keterketentuan yang telah
digariskan oleh Dewan Syari'ah partai. Sebagaim&etentuan dalam
Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera yang rargkan bahwa Dewan
Syari'ah yang notabennya sebagai lembaga fatwagddha yang bertugas
merumuskan landasan Syar’i terhadap partai dalamata@kan aktifitasnya
serta memberikan jawaban Syari terhadap berbagamgsalahan yang

sedang dihadapi partai dan anggotanya serta maayamas. (AD Pasal 17).



Dari sisilah penulis mempunyai asumsi bahwa kokstruyang
dimiliki PKS saat ini mempunyai kaitan yang erathtelap penerapan etika
dalam berpoitik. Sehingga diharapkan semua kadderk&KS baik yang
berada di parlemen atau organisasi dapat bersiagrs dalam berpolitik
yang tentunya dengan berpegangan ketentuan-keteyaing telah digariskan
partai. Untuk itulah penulis ingin menggali lebilalam mengenai peran

Dewan Syari'ah Partai Keadilan Sejahtera dalam naguae etika berpolitik.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan paparan yang mengacu pada latar bglakaatas, ada
beberapa pokok permasalahan yang akan penulisdieli, karena itu agar
tidak terjadi perluasan permasalahan, maka peméisbatasi pada pokok
permasalahan yang nantinya akan dikaji sebagimibaavdh ini;
1. Bagaimana peran Dewan Syari'ah PKS dalam penegtpganberpolitik?
2. Bagaimana kerangka berfikir PKS kaitannya dengamahtas politik

Islam ?

C. Tujuan Penélitian
Setelah penulis memaparkan beberapa permasalabtas gienulis
mempunyai tujuan :
1. Tujuan Formal
Untuk memenuhi kewajiban akademis dalam rangka reeoigh gelar
sarjana (S. |) pada fakultas Syari’ah Institut Agartslam Negeri

Walisongo Semarang.



2. Tujuan Fungsional
a. Mengetahui fungsi dan peran Dewan Syari'ah yang did&artai
Keadilan Sejahtera serta pengaruhnya dalam pemeragika
berpolitik.
b. Mengetahi kerangka berfikir PKS kaitannya dengamatitas politik

Islam.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai penerapan etika dalam bdrpsditit ini
memang sangat menarik untuk dikaji khusunya di medta. Penulis sengaja
menyinggung mengenai penerapan etika dalam bekpghing ada dalam
Partai Keadilan Sejahtera. Penulis rasa permasalgrag penulis angkat ini
unik, hal ini dikarenakan sejauh ini kader-kadeng/eberasal dari Parta
Keadilan Sejahtera dianggap komit terhadap aturan dantun dalam
berpolitik.

Namun tidak menutup kemungkinan banyak peneliti igang telah
membahas mengenai etika dalam berpolitik. Misalbganis F. Thompson
memaparkan kecongkakan/kecurangan-kecurangan yaladuldain oleh
pejabat negara dalam rangka memperebutkan dan maimoakan
kekuasaan. Dalam karyanya ini Thompson lebih nleneratkan pada

penilaian etis atas tindakan politik yang dilakukéeh pejabat negafa.

" Dennis F. ThompsorRolitical Ethics and Public OfficeTerj. Benyamin Molan, “Etika
Politik Pejabat Negara”, Jakarta : Yayasan Oboomagia, 1999.



Wahyudi Kumorotomo Etika Administrasi Negargyang membahas
mengenai perilaku manusia, terutama birokrat dengéai-nilai filosofis.
Dalam bab Il Wahyudi membahas tentang etika sostlagai landasan
konsepsi etika administrasi. Dalam karyanya ini Wal menitik beratkan
pada penanaman etika dikalangan birokrat sehiregggpta iklim politik yang
mapart

Ahwan Fanai, dalam penelitian individualnya yangjukan ke Pusat
Penelitian IAIN Walisongo Semarang dengan ju@ikap Aktivis Partai
Keadilan Sejahtera Semarang Terhadap KebangsaamoReasi dan Budaya
Lokal. Dalam karyanya tersebut Ahwan mengulas tentangbnpsanikiran
dan idiologi Partai Keadialan Sejahtera. Namun yamgnjadi stressing
pembahasannya adalah bagaimana sikap kader dasis dR#éirtai Keadilan
Sejahtera terhadap kebangsaan, demokrasi dan blaxl*ay%l

Ahmad Fadholi (2101301) dalam karya ilmiahnya ydverjudul
Kepemimpinan dalam Partai Keadilan Sejahtera (Sflieihtang Penentuan
Kriteria Presiden menurut Partai Keadilan Sejahtedalam Pemilu 2004),
dalam karyanya tersebut Fadholi memaparkan konaeppédmikiran Partai

Keadilah Sejahtera mengenai kriteria-kriteria ydragus dipenuhi sebagai

8 Wahyudi KumorotomoEtika Administrasi Negaralakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
2005, him. viii.

® Ahwan Fanani, “Sikap Aktivis Partai Keadilan Se@h Semarang Terhadap
Kebangsaan, Demokrasi dan Budaya Lok&emarang : Pusat Penelitian IAIN Walisongo
Semarang, 2006, t.d.



sosok Presiden serta kerangka berfikir Partai Keadejahtera dalam upaya
demokratisasi pemilu 2004.

Ali Said Damanik dalam bukuFenomena Partai Keadilan;
Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indoneddalam karyanya
tersebut Damanik berusaha mendeskripsikan mengdmasejarah gerakan
Tarbiiyah yangsurvivedan menjelma dalam sebuah partai (Partai Keadilan)
Gerakan Tarbiyah di Indonesia yang mulanya memiliking gerak yang
terbatas, namun dengan segala perjuangan dan kemittan keyakinan
kader-kadernya mampu membawanya ke gerakan stallkBerakan yang
diprakarsai oleh anak-anak ITB ini menjadikan ‘hslaKaffah" spirit
perjuangannya. Yaitu Islam yang bersifat univedsal mengatur semua aspek
kehidpan manusia, Islam yang tidak hanya menga@satah ibadah saja.
Bahan dalam perkembangannya gerakan Tarbiyah yamguba dari Masjid
“Salman” ini mampu mendirikan sebuah lembaga keaaryging mengadopsi
prinsip dan asas-asas Islam. Selain itu Damanik jugnerangkan secara
detail bagaimana proses perubahan gerakan Tarlggaf) semula gerakan
kultural menjadi gerakan struktural. Pendirian giapolitik (Partai Keadilan
Sejahtera) oleh kader-kader gerakan Tarbuyah/Dakmabupakan wujud
transformasi gerakan untuk menembus struktur penad@an:*

Aay Muhammad Furkon, juga melakukan penelitian yansgjadikan

PKS sebagai subyek penelitian, namun dalam karydaegsebut Furkon

10 Ahmad Fadholi, “Kepemimpinan dalam Partai Keadil@ejahtera (Studi Tentang
Penentuan Kriteria Presiden menurut Partai Kead8ajahtera dalam Pemilu 2004)", Skripsi
Sarjana Syari’ah, Semarang : Perpustakaan Fal&yasah IAIN Walisongo Semarang, 2006.t.d

1 Ali Said Damanik Fenomena Partai Keadilan; Transformasi 20 tahun &ken
Tarbiyah di IndonesiaJakarta : Teraju, 2003, Cet. Il, him. viii.
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mengkaji secara detaill mengenai pemikiran al-Ikhwakluslimin yang
diwakili oleh Hasan al-Banna serta proses transndan pengaruh
pemikirannya terhadap Partai Keadifan.

Penulis sengaja memaparkan karya dari para tokalhtyang ada
relevansinya terhadap penelitian yang nantinya gsemulis kaji. Hal ini
sengaja penulis lakukan untuk menghindari pengalangtau plagiarisma

terhadap karya yang terdahulu.

E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelittaral (ibrary
research). Untuk itu data-data penelitannya sebagian besesumber dari
dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan digeligi,** namun
bukan berarti penelitian ini mengenyampingkan dit& yang penulis
ambil dari lapangan. Adapun sumber-sumber data wdag digunakan
adalah: 1) Himpunan fatwa-fatwa Dewan Syari'ah PWsatai Keadilan
Sejahtera. 2) Program Kerja Dewan Syari'ah peri@f®5-2010) Buku-
buku atau penelitian-penelitian yang berkaitan dengtika dan politik,
serta karya-karya lain yang dapat mendukung pénelitni sebagai
sumber sekunder. 3) Wawancara dengan beberapa &taiempengurus

PKS dan anggota Dewan Syari'ah.

12 Aay Muhammad FurkorRartai Keadilan Sejahtera; Idiologi dan Praksis Riéd Kaum
Muda Muslim Indonesia Kontempordgkarta : Teraju, 2004, him. 279.

13 Kartini Kartono, Pengantar Metode Researc Sosi@hndung : Mandar Maju, 1990,
him. 32.
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2. Metode Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ipérdunakan
beberapa metode, yakni :

a. Dokumentasi, yaitu dengan meneliti keputakaan,patsarya ilmiah
yang diterbitkan untuk umum maupun untuk kalangatemtu.

b. Wawancara ifiterview), yang dilakukan dengan anggota Dewan
Syari'ah dan kader. Wawancara ini dimaksudkan gomenggali
pemahaman etika serta urgensinya dalam berpoldikgyberfungsi
sebagai pendukung metode-metode sebelumnya.

3. Metode Analisis Data
Metode yang digunakan dalam menganalisis adalatriggSyaitu
suatu metode yang digunakan dalam meneliti staglsmipok manusia,
suatu objek suatu kondisi, suatu sistem pemikir@upun suatu kelas
peristiwa pada masa sekarang. Secara umum tujuanligsn deskriptif
analitis ini adalah untuk membuat deskripsi, gambatau lukisan secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-faldidat-sifat antar
fenomena yang ditelit* di mana dalam penelitian ini yang dilakukan
adalah mendeskripsikan fungsi dan peran dewan &yarserta
relevansinya dalam penerapan etika berpolitik. Kaianu penulis

menginterpretasikannya berdasarkan fakta-fakta tilumpulkan’>

¥ Hadari NawawiPenelitian TerapanYogyakarta : Gajah Mada University Press, cet. I,
1996, him. 73.
15 |bid.
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F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan penelitian ini lebih mengarah, npageelitian ini
penulis sistematisir menjadi lima bab, dimana psogpan antara satu bab
dengan bab yang lain berusaha disajikan secaegitis dan logis sebagai
berikut :

BAB | Pendahuluan. Berisi tentang latar belakangyusan masalah
apa saja yang menjadi fokus penelitian, manfaat tdaran penelitian ini,
metodologi penelitian yang digunakan, tinjauan gketdan sistematika
penulisan laporan hasil penelitian.

BAB Il Membahas tentang pengertian dan ruang lipgiika, dimensi
etika politik serta agama sebagai dasar etika.

BAB Ill. Memaparkan tentang profil Dewan Syari'akedudukan,
tugas dan wewenang Dewan Syari'ah Partai Keadégah®ra, dan beberapa
fatwa-fatwa atau keputusan Dewan Syari'ah PKS yhaedkenaan dengan
penerapan etika berpolitik.

BAB IV Memuat analisa mengenai peran Dewan SyariRartai
Keadilan Sejahtera sebagai lembaga fatwa kaitadaypgan penerapan etika
berpolitik serta kerangka berfikir PKS kaitannyanglen moralitas politik
Islam.

BAB V Penutup, yang akan berisi tentang kesimptiasil penelitian,
baik kondisi, kualitas masalah serta saran-sarag yaemungkinkan dapat

membantu dalam memecahkan persoalan yang dihaalapieshutup.



BAB I

ISLAM DAN ETIKA POLITIK

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Etika

Dalam pandangan filsafat Yunani, pokok penelitiikaeadalah segala
hal yang tercakup dalam gagasan tentang apa selgangang baik atau
dikehendaki oleh manusia, yakni segala hal yangraesadar dipilih atau
dilakukan oleh manusia. Untuk menjelaskan pengemigka, akan dimulai
dengan pandangan etika berdasarkan etimologi.

Kalau melihat akar katanya, etika berasal dari sahéunani yaitu,
Ethos yang artinya kebiasaan dalam tingkah laku marfu§ieanz Magnis
Suseno menganggap etika sebagai usaha pemikird@maiss tentang
moralitas’ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesiautkaab
bahwa Etika merupakan ilmu tentang apa yang baikage yang buruk dan
tentang hak dan kewajiban moral (akhlaRjetapi dalam perkembangannya
studi ini tidak hanya membahas kebiasaan yang semata berdasarkan tata
cara (manner}, melainkan membahas kebiasa@ugtom) yang berdasarkan

pada sesuatu yang melekat dalam kodrat manunsiarént in human natuje

1 A.M. Hoeta SoehoetEtika dan Kode Etik Komunikasilakarta : Yayasan Kampus
Tercinta-11SIP, 2002, him. 2.

2 Franz Magnis Susendstika Dasar; Masalah-masalah Pokok Filsafat Moré&et. |,
Yogyakarta : Kanisius, 1987, him. 13.

% Hari Murti Kridalaksana, et alKkamus Besar Bahasa Indonesel. Il, Jakarta : Balai
Pustaka, 1991, him. 271.

13
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yaitu suatu kebiasaan yang terikat pada pengebi#k atau buruk dalam
tingkah laku manusia.

Masih dalam pembahasan yang sama, Robert Cavaleanboat
penilaian yang baik antara adat istiadat dan mdpd#&. berpendapat ada
perbedaan antara morahdral9 dan kebiasaanr(ored. Morals merupakan
perlakuan terhadap orang lain, sedangkanesmerupakan adat istiadat yang
tidak merugikan orang lain atau lebih bersifat riakdif.>

Etika juga berbeda dengan etiket, walaupun keduangayangkut
perilaku serta mengatur perilaku manusia secareatdr (memberi norma
pada perilaku manusia dan dengan demikian menyataka yang harus
dilakukan atau tidak boleh dilakukan manusia). Peaannya adalah etiket
menyangkut ‘cara’ suatu perbuatan harus dilakukanusia (cara yang tepat)
artinya, cara yang diharapkan serta ditentukan ndakalangan tertentu.
Sedangkan etika tidak terbatas pada cara melakskaiu perbuatan, etika
memberi norma pada perbuatan itu sendiri, apakalusperbuatan boleh
dilakukan atau tidak.

Dalam kajian etika, manusia merupakan obyek kayiaitu sebagai
obyek materia. Sedangkan obyek formanya adalahdzaikburuknya tingkah
laku manusia. Namun tidak semua tingkah laku manmsinjadi kajian etika,
Hoeta Soehoet memberikan batasan bahwa tindak@myanjadi kajian etika

adalah tindakan yang dilakukan dengan sadar atéisarpi (volunteej.

4 Agus Makmurtono dan MunawiEtika (Filsafat Moral) Cet. 1, Jakarta: Wira Sari, 1989,
him. 10.

5> Mohammad A. SomaliRelativisme Etika; Menyisir Perdebatan Hangat daenhtik
Wawasan Baru Tentang Dasar-dasar Moralitdakarta : PT. Serambi llmu Semesta, 2005, him.
275. Atau lihat Robert CavalieBection 6: Ethical RelativisnGarnegie Mellon University, 1996.
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Sedangkan tingkah laku yang didasari tanpa adaspekakesengajaan” tidak
termasuk ruang lingkup kajian etiRa.

Mengacu pada pendapat Franz Magnis Suseno menggkaiyang
berfungsi sebagai usaha pemikiran sistematis tgntaralitas, lebih jauh dia
menjelaskan bahwa “moral” selalu menunjuk pada iansebagai manusia.
Dengan kata lain moral adalah sebuah norma yarfgrigsi sebagai tolok
ukur betul-salahnya tindakan manusia sebagai mahusiemang, Etika
berbeda dengan ajaran moral. Ajaran moral langmerngajarkan bagaimana
orang harus hidup, berupa rumusan sistematis tephadggapan-anggapan
tentang apa yang bernilai serta kewajiban-kewajibsanusia. Sedangkan
etika merupakan ilmu tentang nilai-nilai ajaran aeloEtika dalam pengertian
yang sebenarnya berarti filsafat mengenai bidangin@adi etika merupakan
ilmu bukan sebuah ajaran yaitu refleksi sistematikngenai pendapat-
pendapat, dan istilah-istilah moral.

Seiring dengan berkembangnya nuansa keilmuan, etikenpu
memasuki ranah ilmu-ilmu atau disiplin ilmu yangnlaSeperti etika bisnis,

etika jurnalis, termasuk etika politik.

B. Dimensi Etika Politik
Yang dimaksud dengan etika berpolitik adalah meptena aturan-
aturan umum mengenai etika pada perilaku politddéPdasarnya peran etika

dalam politik adalah ia mampu menjamin harkat daartatbat manusia

® A.M. Hoeta Soehoe©p. Cit.,him. 3.
" Franz Magnis Susené&tika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegasam Modern,
Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1987, him. 14
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termasuk hak-hak yang secara wajar harus dimilkirsgrta terciptanya
legitimasi politik yang bertanggung jawab. Tujuatike politik adalah
mengarahkan ke hidup yang baik, bersama dan uméaigdain, dalam rangka
memperluas lingkup kebebasan dan membangun instigigusi yang adil.
Definisi etika politik ini membantu menganalisis r&lasi antara tindakan
individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktyang ada.

Dalam perspektif ini, pengertian etika politik meangung tiga
tuntutan: (1) upaya hidup baik bersama dan unt@dagrlain; (2) upaya
memperluas lingkup kebebasan; dan (3) membanguiusisnstitusi yang
adil. Tuntutan tersebut mencerminkan betapa semallitnya hubungan
antara etika dan perilaku politik. Perilaku politlang diwakili oleh partai
politik kebanyakan bertendensi pada kepentingankeékoasaan belaka, dan
ini sangat bertentangan dengan hukum. Dalam undadgng No. 31 tahun
2002 tentang partai politik, dijelaskan partai pillimempunyai tugas untuk :
1. Melakukan pendidikan politik bagi anggotanya darsyasakat luas agar

menjadi warga negara Republik Indonesia yang sa#tan hak dan
kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, begaaign bernegara.
2. Menciptakan iklim yang kondusif dan program konksirta sebagai
perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk metesaj@n masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi patitlsyarakat secara
konstitusional dalam merumuskan dan menetapkanakeln negara.

4. Partisipasi politik warga negara.
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5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabataritipomelalui
mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetgeaaer’

Dalam tinjauan historis, studi ini lahir di Yunanepatnya pada saat
struktur-struktur politik tradisional mulai ambruRengan keterpurukan itulah
muncul pertanyaan bagaimana seharusnya masyarékéd. dTugas etika
politik adalah membantu agar pembahasan masalaalahagleologis dapat
dijalankan secara obyektif, artinya berdasarkanraen-argumen yang dapat
dipahami dan ditanggapi oleh semua yang mengemtgsalahan. Memang,
etika politik tidak dapamengkhotbahpara politikus, tetapi dapat memberikan
rambu-rambu normatif untuk menjadi pegangan dalehidapan berpolitik.

Dalam dunia modern etika politik muncul kembali gan kuat sebagai
akibat dari perluasan jangkauan kekuasaan manasig jiga memperluas
jangkauan masalah yang harus diputuskanya. Agartlsgn-keputusan yang
kompleks itu diambil dengan memperhatikan segi-segig tidak boleh
dikorbankan, diperlukan prinsip-prinsip etis peaatamasyarakat. Dalam
konteks inilah pembicaraan tentang etika politiknjadi relevan.

Etika politik tidak hanya masalah perilaku politkuTetapi ia juga
berhubungan dengan praktek institusi sosial, hukkomunitas, struktur-
struktur sosial, politik dan ekonomi. Setidakny&aetpolitik memiliki tiga
dimensi yaitu tujuan, sarana dan aksi politik. Kegl&ita sulit memetakan
antara etika individual dan etika sosial. Di saituaf, etika politik sekaligus

adalah etika individual karena membahas kualitasamgelaku; dikatakan

8 Undang-undang No. 31 tahun 2002 tentang Part#ikl®&asal 7.
® Franz Magnis Susen@p.Cit., him. 3.
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etika sosial karena etika merefleksikan hukum,ntatasosial dan institusi
yang adil*

Kaitannya dengan etika berpolitik, peranan agankantdanerumuskan
konsep etika politik tidak bisa diabaikan begityasaHasan al-Banna
menganalogkan Islam dan politik itu ibarat dua sigita uang yang tidak
mungkin dipisahkan. Oleh karena itu sia-sia oraamggyakan memisahkannya,
sebab Islam memiliki politik yang bertujuan untugbkhagiaan dunia dan

akhirat!!

C. Agama Sebagai Dasar Etika

Kontribusi agama terhadap kemajuan peradaban damarkesiaan
sepertinya tidak diragukan lagi. Sebagai wujud komgkita bisa melihat
benih-benih lahirnya hak asasi manusia (HAM) jusiikarenakan karena
resistensiagama, begitu juga sebaliknya agama juga dapajadigmemicu
konflik yang dahsyat. Namun kehadiran agama seddiakini sebagai nalar
pembebasan dari sebuah kediktatoran idiologi darmggmungartruth yang
tidak pernah terbukti.

Agama juga dapat diibaratkan sebagai pedang bewtatadi satu sisi
agama merupakan tempat orang menemukan kedamatgnkédalaman
hidup dan harapan yang kukuh. Dengan agama segeseang mendapatkan

kekuatan untuk menghadapi problematika yang adasifi lain agama

10 Haryatmoko,Etika Politik dan KekuasaanjJakarta : PT. Kompas Media Nusantara,
2003, him. 25.

1 Aay Muhammad FurkorPartai Keadilan Sejahtera; Idiologi dan Praksis Rid Kaum
Muda Muslim Indonesia Kontempordgkarta : Teraju, 2004, him. 59.
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dianggap sebagai pemicu konflik dan kekerasan, hzddalam pembelaan
agama mereka sering mengatakan bahwa agama mdagajerdamaian,
cinta kasih dan menentang adanya kekerasan terilsedama. Namun semua
itu sering diabaikan bahkan menyalahgunakan aganmtak ukepentingan
pribadi maupun kelompok dan tak jarang mengakimat@nflik kekerasan
yang berkepanjangdn.

Dari fenomena itulah yang kemudian dianggap dapanghambat
prosegglobal democratiaddan kelangsungan hidup manusia yang damai, aman
dan bahagia. Sehingga, sebagaimana pandangan Hiags(&orang teolog
asal Jerman) perlu adanya perdamaian dan persahabgama-agama di
dunia yang terangkum dalam etika global yang ddjpadlikan barometer dan
kontrol perilaku manusia.

1. Kelahiran Etika GlobalA Global Ethig

Deklarasi Parlemen Agama-agama Sedumarlament of the
Word's Religions yang berlangsung di Chicago Amerika Serikat pada
tahun 1993 yang sering disebut "Deklarasi Chicatppat dijadikan icon
lahirnya Etika Globat® Dengan adanya Etika Global diharapkan mampu
memberi sumbangan dan jawaban agama-agama terhadéema
kehidupan umat manusia pada era globalisasi.

Pembentukan Parlemen agama-agama sedunia sebehuikga
kali pertama dilakukan, pada tahun 1893 parlemenpertama kali

dibentuk di Chicago Amerika Serikat dan melahirkgagasan yang

2 HaryatmokoOp. Cit., him. 63.
13 M. Din SyamsuddinEtika Agama dalam Membangun Masyarakat Madamkarta : PT.
Logos Wacana limu, 2002, him. 207.
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terkenal dengan "Teologi Universal" yang dimaksudkatuk mengakui
adanya pluralisme keagamaan dan adanya titik tesmdgmgan agama-
agama mengenai eksistensi sebuah agama dan bulkdnmenyatukan
keyakinan yang telah dibentuk oleh masing-masingmegy Sedangkan
disini Etika Global merupakan kerangka praktis ydegupa paradigma
etik dan moral untuk dilaksanakan dalam kehidujan.

Asumsi yang mendasari adanya deklarasi Etika Glaolah
melihat kondisi dunia yang sedang mengalami krekisnomi, ekologi,
dan politik yang mengglobal. Dari krisis global sebut melahirkan
berbagai bencana yang mengancam umat manusia ygagnengglobal,
seperti kelaparan, kemiskinan, pengangguran, ks&ergenindasan dan
pembunuhan. Dan mereka menganggap bahwa penyebabedaagai
krisis adalah krisis kemanusiaan (krisis etika&mi sebuah gambaran
jilka penguasa politik dan ekonom tidak memiliki vesan yang tidak
memadai tentang etika, maka mereka akan melakusaryang mereka
inginkan tanpa melihat dampak bagi orang lain (rebapkan kerugian).
Kemunculan Etika Global juga tidak dimaksudkan g@baatu idiologi
global atau sebagai agama tunggal, tetapi Etikab&laimaksudkan
sebagai suatu permufakatan mendasar tentang idai-mengikat,
ukuran-ukuran pasti dan sikap-sikap pribadi yangusiadimiliki oleh

individu.

1 |bid., him. 208.
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Dalam perspektif "Deklarasi Chicago" problematikag dihadapi
bangsa-bangsa di dunia dewasa ini adalah krids,eyakni rendahnya
kadar apresiasi terhadap etika peradaban yang rbeesudari agama.
Tawaran agama untuk menjadikan Tuhan sebagai damag YMaha"
segala-galanya akan meruntuhkan kesombongan dasnmegbaik yang
dilakukan secara individual maupun yang bersifairk@ok, seperti dalam
bentuk rasisme dan fanatisme.

Dalam hal ini agama tetap memiliki posisi strategialam
menciptakan konstruksi sejarah peradaban manusiagma juga telah
mempengaruhi perjalanan peradaban manusia sectras.inDengan
segala konsekuensi dari segala partisipasi sematamagama telah
mempertaruhkan banyak hal dari keberadaannya sebelgaah institusi
sosial. Nilai-nilai religius dan etika yang terkamg dalam agama turut
memperkuat posisi strategis agama dalam kancah pkncaturan
kehidupan modern. Agama tidak semata sesuatu ‘y@amgenden'jauh
dari pelukan manusia.

Agama selalu bersentuhan dengan berbagai persoalan
kemanusiaan. Maka, agama secara faktual harus m@n&an
keberpihakannya pada kemanusiaan itu sendiri. Agaickak dapat
mengecualikan diri terhadap pemecahan problemagiaah yang terus
mengurung kemanusiaan. Pasalnya, ada implikasiadefh tanggung
jawab agama dalam sejarah. Hal ini mengandaikanasekeberanian

dalam menerobos pembatasan-pembatasan dogmatik sermy Kali
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membuat agama-agama statis dalam mengutamakanpekgiebasan
kemanusiaar

Lebih jauh Din Syamsudin menekankan bahwa dengamyad
Etika Global maka perlu dikembangkannya komitmetu lyang berwajah
lebih manusiawi, diantara komitmen-komitmen tersedmalahPertama,
komitmen terhadap budaya tanpa kekerasan dan pengtam terhadap
hidup. Kedua,komitmen kepada budaya solidaritas dan tata ekogang
adil. Ketiga, komitmen kepada budaya toleransi dan kejujukaempat,
komitmen kepada budaya persamaan dan kemitraaraakdgam wanita
dan laki-laki*®

2. Islam Sebagai Sumber Etika

Agama merupakan landasan pembangunan disegalaydim
melingkupi pembangunan negara maupun kerajaanp sag@ama dapat
mempersatukan individu tanpa melihat ras, keturusmkekayaan yang
dimiliki oleh seseorang. Sebagaimana agama-aganizelusenya,
kelahiran Islam di dunia adalah untuk menata ulsogjo cultureumat
manusia dan menjadikan Makkah sebagai laboratopeniama untuk
sebuah kesuksesan dalam perubahan kebudayaanaBednaa visi yang
dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. yaitu untuk menatartan sosial
masyarakat Jahiliyah menjadi masyarakat madani géait-citakan dan

berperadaban berdasarkan firman Tuhan. Dikatakga hahwa akhlak

15 Max Regus, “Agama dan Era Sinisme Sosid#ilamSuara PembarugrRabu 3 Agustus
2005.
6 M. Din SyamsudinQp. Cit.,him. 210.
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yang melekat dalam kepribadian Nabi Muhammad adalk@ur'ant’ Ini
berarti bahwa segala sifat Nabi termasuk kebijaksanya merupakan
inspirasi yang datang langsung dari Tuhan.

Kalau kita melihat gambaran masyarakat Jahiliyatapaasa awal
perkembangan Islam, dimana egoisme kesukuan, panbisi dan kasar,
yang telah mendarah daging dan kerab menjadi pekeikerasan hampir
tidak memungkinkan untuk dirubah. Namun dengan seatgperdamaian
dan segala kebijakan yang dibawa oleh agama (Istaampu merubah
watak dan sikap masyarakat Makkah (Jahiliyah) ntemeasyarakat yang
cinta damai, toleran dan penuh kebersamaan. Haligaimbarkan pula
oleh Ibnu Khadun dalam karyaniéugaddimah;

“....warna keagamaan benar-benar menjauhkan rasag sal

cemburu dan iri hati diantara bangsa yang mempungsa

kelompok yang sama, dan menyebabkan mereka medgédm
kebenaran. Di satu pihak, bila sekelompok orangyyaemiliki

satu warna keagamaan dapat mencapai satu pendagpgabgnar
dalam menghadapi segala persoalan, tak seorangdppat
menahan mereka. Sebab sudut pandang mereka satujdan

mereka pun merupakan kesepakatan bersama. Meriekanadi
untuk tujuan-tujuannya'®

Dari kutipan di atas, menunjukkan bahwa Ibnu Khaldu
menempatkan agama sebagai daya pemersatu dan slkelgatan
politik. Agama merupakan landasan pembangunan aedgm kerajaan,
sebab agama dapat mempersatukan dan menjamin ta®ridilompok.

Walaupun dimungkinkan tanpa agama sebuah kelompaipatd

17 Al-Ghazali, Ihya al-Ulum al-Din Bairut : Dar al-Kutub al-Islam, juz. 2, tt., him53
18 Asep Gunawan (ed.prtikulasi Islam Kutural dari Tahapan Moral ke Pede Sejarah,
Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, him. 4.
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mewujudkan kebersamaan dalam mencapai tujuan, ngikairagama
dijadikan landasan oleh kelompok itu akan menjagdiadpemersatu yang
lebih kuat dan bermoray.

Beberapa prinsip ajaran Islam yang dapat dijadikadasan moral
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara; laienjadikan
kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilaal, spsrsamaan,
pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia,jgppesadilan bebas,
perdamaian dan keselamatan, kesejahteraan madyatakaketaatan
rakyat®
a. Kekuasaan sebagai amanah

Prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang pdijatikan
pegangan oleh seorang pemimpin. Layaknya seoramgnpen, ia
adalah pemegang amanah anggota dan organisasidy@nmgpinnya.

Dasar yang dijadikan oleh prinsip ini adalah firmfdlah SWT :

wt_s\;:;r.‘&,”” m)r@&uw Gl 13 of s b adn &

Tt
(
¢
e
o
&‘
a
c.

19 Asep Gunawan (ed.prtikulasi Islam Kutural dari Tahapan Moral ke Pede Sejarah,
Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, him. 5.

20 Faisal BaasirEtika Politik; Pandangan Seorang Politisi Muslidgkarta : Pustaka Sinar
Harapan, 2003, him. 144.



25

Artinya : “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamunyaenpaikan
amanah kepada yang berhak menerimanya dan
memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum-hukum
diantara manusia supaya kamu menetapkannya dedgan a
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar
dan Maha Melihat.” (QS. An-Nisa’ : 58)

Ayat ini turun berkenaan bahwa kaum muslimin tideteh
mengikuti jejak orang-orang Yahudi, mereka tidak nomaaikan
amanah yang telah diberikan oleh Allah kepada nzegeitu untuk
mengamalkan kitab suci yang telah diberikan kepagacka serta
tidak menyembunyikan isinya. Tuntutan diatas sardjegkankan,
karena ayat ini langsung menyebut nama Allah selyagg menuntun
dan memerintahkan. Allah mewajibkan agar umat Istaemunaikan
amanah secara sempurna dan tepat waktu, amanddpiai berwujud
amanah dari Allah kepada umat-Nya maupun amanat) gdoerikan
oleh manusia untuk mereka sendfri.

Dalam konteks kenegaraan, amanah dapat berupa deskua
atau kepemimpinan, hal ini karena pada dasarnyadszian atau
kepemimpinan adalah bentuk pendelegasian atau pedhiam
wewenang dari satu kelompok tertentu. Dengan hahinislam
melarang seorang pemimpin untuk berbuat sewenangiwgeébuse

of powe) terhadap yang dipimpinnya. Kesewenang-wenangan it

%1 Departemen Agama RIAI-Qur'an dan Terjemahnys&Semarang : CV. Al-Waah, 1993,
him. 128.

2 M. Quraish ShihabTafsir al-Misbah; Kesan, Pesan dan Keserasian at-@y Jakarta :
Lentera Hati, 2005, cet. Il, him. 480.
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dapat berdampak langsung dan kasat mata atau s&tzcdangsung
(seperti kebijakan) yang memiliki kecenderungarelyahaten.
b. Musyawarah
Prinsip musyawarah secara tegas dalam al-Qur'at Asy-
Syura ayat 38 :

3 25 o s 0
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Artinya : “dan (bagi) orang-orang yang menerima rfraguhi) seruan
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan merek
(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan
mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kamikée
kepada mereka.” (QS. As-Syura : 38)

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa mereka yang
menyelesaikan persoalan dengan musyawarah adaledkangang
termasuk orang-orang beriman. Prinsip ini merupakarggak dari
asas demokrasi, dengan musyawarah potensi hegataonpihak-
pihak yang kuat menjadereliminir. Sebab dalam musyawarah dibuka
partisipasi aktif bagi semua komponen masyarakktnugosisi dan
kedudukan yang sama. Musyawarah juga dapat diartdebagai
forum tukar pendapat dalam rangka menemukan seboialsi atau
kesepakatan mengenai persoalan yang sedang dihadapi

Dalam proses musyawarah memerlukan kesiapan mental,

karena dapat dipastikan bahwa akan terjadi peripegeandapat.

3 Departemen Agama RDp.Cit.,him. 42.



27

Dalam tradisi Islam dikenal juga upaya pengambieputusan secara
bersama-sama dan berdasarkan suara terbanyak, ddsm ini yang
dipentingkan adalah adanya jiwa persaudaraan dpotdsan yang
didasarkan pada nurani dan akal sehat secara teutagn jawab
terhadap suatu masalah yang menyangkut kemaslabatsama dan
bukan didasarkan atas perimbangan "kalah-merfdng".
c. Keadilan sosial

Dalam penerjemahannya adil tidak selalu berartiasatau
seimbang, namun lebih bersifat proporsional. Rsinsii mutlak
diperlukan dalam eksistensi sebuah negara. Banyddt Isejarah
dimana sebuah negara yang hancur akibat tidak adeesdilan atau
keadilannya dianggap sebagai sebuah ketidakadilagi lwarga
negaranya. Jika hal itu sampai terjadi, maka damedduruk adalah
tidak ada lagi kepercayaan masyarakat kepada negara

Dalam Islam, Tuhan memerintahkan manusia untukakerl

adil dan menegakkan keadilan. Firman Allah :

oS g Ly ey g ) G811 56T Ll
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, hendakkamu menjadi
orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena
Allah dan menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah
sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kau, memgoro
kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, dwaa adil

%4 Faisal BaasirQp. Cit.,him. 148.
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itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kapad
Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan”. (QS. Al-Maidah : 8)

Dari ayat diatas terdapat indikasi bahwa berbuihitacadalah
kewajiban yang harus dijalankan dalam berbagaatad, keputusan
dan tingkah laku dalam tiap bidang kehidupan. Balbedaku adil
juga erat sekali kaitannya dengan menetapkan hudalam berbagai
perkara kehidupan, khususnya bagi pejabat yangememyg. Berlaku
adil juga merupakan misi menegakkan kebenararati jallah >

Konsep keadilan sosial dalam konteks masyarakamisl
adalah proses pengambilan keputusan yang berdasa&stzenaran
karena Allah dan kebenarannya sesuai dengan fikeshanusiaan.
Keadilan tidak hanya sebatas keadilan dalam saherdi, namun
merupakan konsep yang integral sebagai suatu ssbsial. Ciri-ciri
keadilan sosial disini melingkupi; berdasarkan palabungan
persaudaraan yang Islami, membela kaum yang lerfair, dan
miskin, mendasarkan pada perkembangan manusia garagnmis,
beretika memuliakan prestasi, berorientasi padaandapan (jangka
panjangy’

d. Persamaan
Dalam Islam persamaan mempunyai cakupan yang shagat

yang meliputi persamaan dibidang hukum, ekononsjasopolitik,

dan budaya. Persamaan disini muncul atas dasaipfssarc manusia

%5 Departemen Agama RDp.Cit.,him. 159.

26 gri Edi Swasono, et.alSekitar Kemiskinan dan Keadilaari Cendekiawan Kita
Tentang Islam, Jakarta : Ul Press, 1987, him. 67.

%" Ibid., him. 78.
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itu sendiri, bahwa manusia diciptakan laki-laki dagrempuan dan
hanya mempunyai satu leluhur yaitu Adam. Karena Iglam
memandang tidak ada perbedaan antara orang Arabrdag bukan
Arab, antara orang kulit hitam dan orang yang Hérkputih.
Perbedaan diantara mereka adalah tingkat ketaqkeada Tuhan

untuk menjalankan segala perintah dan menjauhiségangan-Nya.

I3y G (Sl Sy 55 e p s 6 L1 G g
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Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya kami kamu daorang laki-
laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal
Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Aldalah
orang-orang Yyang paling bertagwa diantara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha
Mengenal” (QS. Al-Huijurat : 18§
e. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
Jauh sebelum PBB mendeklarasikan tentang deklarasi
universal hak-hak asasi manusia (10 Desember 184&n lebih dulu
telah mengatur semua tentang hak-hak asasi mariasmasuk
didalamnya mengenai hak untuk menganut sebualogliatau sebuah
keyakinan. Abul A’la al-Maududi lebih rinci menegian bahwa hak

asasi manusia (muslim maupun non muslim) yang tdlatur oleh

Islam meliputi : Keselamatan jiwa, pengakuan kefikar, penjagaan

28 Departemen Agama RDp.Cit.,him. 847.
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kehormatan seseorang, penjagaan kehidupan prilséak, untuk
menolak kezaliman, hakmar ma’ruf wa-nahyu munkakebebasan
berkumpul (berorganisasi), kebebasan beragamakéakanan dari
penindasan keagamaan, hak rakyat untuk memperehdtkpan yang
sama oleh negafd.
f. Prinsip peradilan bebas dan tidak memihak

Keadilan dalam Islam sangatlah dijunjung tinggi kbai
menyangkut umat Islam sendiri maupun non muslirQAt'an telah
menerangkan tentang keharusan bersikap adil danekbby
diantaranya'....... hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu
menegakkan kebenaran karena Allah menjadi sakgateadil. Dan
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatunkamendorong
kamu untuk berlaku tidak adi@l-Maidah : 8§°

Melihat begitu pentingnya penegakan keadilan khugs
dalam lingkup peradilan dalam rangka menciptakatantn
masyarakat yang adil dan makmur. Dalam catatarrasgjékhwal
pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Muhammadkeethenguasai
Madinah adalah mengadakan perjanjian hukum dengamgarang
Yahudi (non muslim), yang mana dengan adanya g&matersebut
diharapkan akan ada sebuah kesepakatan bersamamaem=guran
dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan berndgananjian itu

populer dengan istilah “Piagam Madinah”.

29 Abul A'la al-Maududi, Al-Khilafah wa al-Mulk.Terj. Muhammad al-Bagjir, Bandung :
Mizan, cet. VI, 1996, him.76.
% Deprtemen Agama RQp.Cit.,him. 159.
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g. Perdamaian dan keselamatan

Islam merupakan agama yang cinta damai, Islam gatdak
dengan peperangan melainkan melalui dialog dersgem-culture
masyarakat Arab jahiliyah untuk menata kembali nama sosial
masyarakat yang cinta damai. Kalau ada rumor babsam
disebarkan dengan jalan kekerasan (peperangan)ihiteama sekali
tidak dibenarkan. Justru sebaliknya Islam melaranmtnya untuk
melakukan tindak kekerasan (peperangan) kecuahilapada pihak

lain yang memulainya. Hal ini dijelaskan dalam @mAllah SWT :

Lol Ll 150856 Wy oSS58l el oo 1 41555
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Artinya : “Dan perangilah di jalan-jalan Allah omgworang yang
memerangi kamu, (tetapi) janganlah engkau melampaui
batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukaigera
orang yang memulai batas” (QS. Al-Bagarah : 190)

h. Kesejahteraan masyarakat
Kesejahteraan merupakan implementasi dari rasa ,aman
sontosa, makmur, tidak ada lagi berbagai macam ggeamy atau
kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Kesejahtermasyarakat
lebih identik dengan pemenuhan segala kebutuhag yaencakup

sandang, pangan dan papan. Islam memandang keseaghttidak

hanya sekedar kesejahteraan lahir saja, namun jugéiputi

31 bid., him. 46.
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kesejahteraan batin. Dalam hal ini negara wajib jamm akan
kebutuhan tersebut.

Agama Islam yang notabennya tidak hanya mementingka
aspek spiritualitas, maka dalam konsep kesejahtgram diimbangi
dengan peran sosial kemasyarakatan selwag#as dalam mewujudkan
kesejahteraan. Salah satu contoh sebagaimanangikera dalam al-
Qur'an bahwd'....orang yang menelantarkan anak-anak yatim dan
tidak menyuruh (manusia) memberi makan orang niigkiorang
seperti itu dikatakan orang-orang telah mendustakgama. Dan
“...orang-orang yang riya dan enggan memberikan perigan?
mereka dikatakan sebagai orang yang telah melalaikalat.

Tidak hanya itu, adanya perintah untuk menunaikakeatz
bersedekah, dan wakaf semata-mata hanya untuk akésegan
masyarakat. Islam juga mewajibkan umatnya agak tidnya pasif
dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, namun ulaat $£nantiasa
harus aktif dengan menjadikan ajaran Islam sebetgaikerja.

i. Ketaatan rakyat

Dasar Qur'ani yang dijadikan prinsip ini adalamfan Allah :

08 1St 11 Iy s 1 sably a1 ael 1 T ol i
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%20s. Al-Ma'un ; 2-3.
3 0Qs. Al-Ma'un : 6-7.
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Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, taatifdlah dan Rasul-
Nya, dan ulil amri diantara kamu. Maka jika kamukia
menarik pendapat tentang sesuatu, maka kembalfk#anla
kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya)a jik
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari rAkhi
yang demikian itu baik dan lebih baik akibatnya.”

(QS. An-Nisa’ : 593*

Ketaatan yang dimaksudkan dalam prinsip ini adakdsifat
limitative. Dalam hal ini ketaatan rakyat terhadap pemeridibhtasi
oleh sejauh mana orientasi pemerintah itu sendienuju pada
kebenaran. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjetaskhwa apabila
perintah kepada taat kepada Allah dan Rasul-Nyabdigg dengan
menyebut hanya sekali perintah taat, maka hal iangisyaratkan
bahwa ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan yigegindahkan
oleh Allah SWT. baik yang diperintahkan-Nya sedaraysung dalam
al-Qur'an maupun yang dijelaskan melalui haditsteadabi. Perintah
taat kepada Rasul disini menyangkut hal-hal yangumeber dari
Allah SWT., bukan yang beliau perintahkan secangdang. Apabila
perintah diulangi seperti yang terdapat dalam djataaka Rasul
memiliki wewenang serta hak untuk ditaati. Itulababnya perintah
taat kepadaulil amri tidak disertai dengan kata "taatilah" karena

mereka tidak memiliki hak untuk ditaati bila ke@matkepada mereka

bertentangan dengan ketaatan kepada Allah $WT.

% Departemen Agama RDp.Cit.,him. 128.
% M. Quraish ShihatQp. Cit.,483.
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PERAN DEWAN SYARI'’AH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS )

A. Profil Dewan Syari'ah PKS

Salah satu instrumen dalam mewujudkan masyarakag weandiri,
bermartabat, bertanggung jawab, peduli, sejahteam ¢ahagia serta
terwujudnya pemerintah yang jujur dan bersih, fpansn, berwibawa dan
bertanggung jawab berdasarkan konstitusi, Partaidkan Sejahtera (PKS)
membentuk sebuah lembaga yang diberi nama Dewanri'@ya
Sepengetahuan penulis PKS adalah satu-satunyai pate memiliki
kelengkapan partai yang berfungsi sebagai lembatygafdan qadhi, yaitu
Dewan Syari'ah (DS). Ini adalah salah satu hal yaeghbuat PKS berbeda
dengan partai Islam lainnya, karena keberadaannbDSalah satunya untuk
memberikan landasan syar'i bagi setiap tindakan PKS

Dewan Syari'ah Pusat (DSP) PKS merupakan lembagg gajajar
dengan Majelis Pertimbangan Partai (MPP) dan Desveyirus Pusat (DPP).
Keberadaan DSP dalam tubuh PKS sangat penting&éabaga inilah yang
mengontrol program yang dijalankan PKS apakah sesumgan syari'ah atau
tidak. Selain ditingkat pusat Dewan Syari'ah jugadapat ditingkatkan
wilayah dan daerah.

Sedangkan mengenai Pengawasan, koordinasi, damangguing

jawaban Dewan Syari'ah adalah sebagai berikut :

34
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1. Dewan Syari'ah Pusat berada di bawah pengawasakodadinasi Dewan
Pimpinan Tingkat Pusat, serta bertanggung jawabda@Majelis Syura ;

2. Dewan Syari'ah Wilayah berada dibawah pengawasan kd@rdinasi,
serta bertanggung jawab kepada Dewan Syari'ah Pusalalui
Musyawarah Wilayah;

3. Dewan Syari'ah Daerah berada di bawah pengawasankderdinasi,
serta bertanggung jawab kepada Dewan Syari'ah \aAhlaynelalui

Musyawarah Daerah.

Visi DSP PKS yang diusung pada kepengurusan tald@»-2010
dibawah pimpinanan DR. Surahman Hidayat, MA “Menjeinbaga yang
bisa menjadi rujukan ummat’, untuk memuluskan wisrsebut, DSP
mencanangkan misi memberikamibghor syari’ahterhadap regulasi dan
praktek mu’amalah di masyarakat. Sementara dalamddeo kepartaian
misinya adalah memberikata’shil syar’i terhadap kebijakan partai dan
mengawasi pelaksanaanya, memberikan jawab dani ssyasi terhadap
berbagai masalah yang dihadapi partai dan anggafabtuk itu, dalam
struktur organisasi Dewan Syari’ah yang terdiriidsgorang Ketua dan
seorang Sekretaris Dewan Syari'ah juga memilikid@risi (Lajnah), yaitu :
Lajnah Ifta’ (Fatwa),Lajnah QadhaLlajnah Tahgiq Lajnah Buhuts, Lajnah

Tadrib danLajnah Tagnin

! Aanggaran Dasar PKS Bab IX Pasal 16.
2 http://www.PK-Sejahtera.org
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1. Lajnah Ifta adalah komisi yang menyiapkan draft fatwa yan@nak
dikeluarkan.

2. Lajnah Qadla, adalah komisi yang melakukan proszadian terhadap
pihak yang diajukan kepada Dewan Syari'ah Pusat.

3. Lajnah Tahgiq, adalah komisi yang melakukan pedin dan
penyidikan untuk setiap perkara yang diajukan ke/ddeSyari’ah Pusat.

4. Lajnah Buhuts adalah komisi yang melakukan kajian keilmuan gaba
bahan fatwa dan bayan syari’ah yang dikeluarkanddeSyari’ah Pusat.

5. Lajnah Tadrih adalah komisi yang merancang dan menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan bagi personil Dewan Sghari’

6. Lajnah Tagnin adalah komisi yang melakukan telaah untuk kousiib
Partai pada aspek syar’i terhadap Rancangan Unaizaeyng atau regulasi
lainnya.

Komisi inilah yang nantinya akan berperan aktifadal mengawal
kader-kader PKS agar tetap santun dan dalam kaidoi'at Islam. Selain itu
Dewan Syari'ah juga mempunyai persyaratan tertentuk kader yang akan
menempati pos-pos yang ada di Dewan Syari'ah. &iamya syarat-syarat
tersebut adalaf :

Syarat Anggota Dewan Syari’ah Pusat :

1. Anggota Majelis Syura atau sekurang-kurangnya AteygAhli atas

persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

% Anggaran Rumah Tangga PKS pasal 25.
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. Memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas damsfubewan
Syari'ah Pusat.

. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum-huklstam dan
peraturan perundang-undangan.

. Memiliki pengetahuan yang cukup di bidang peraditlam mekanisme

pengambilan keputusan syari'ah.

. Bersifat amanah dan berwibawa.

. Menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untalaksanakan
tugas-tugas Dewan Syari'ah Pusat.

Syarat Ketua Dewan Syari’ah Wilayah adalah sebaggkut :
. Sekurang-kurangnya Anggota Ahli.
. Berpegang dan komitmen kepada hukum Islam, nilai-nhoral dan
kebenaran universal, adil, bertagwa, sabar, jdam, bijaksana.

. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum-hukslam.

. Bersifat amanah dan berwibawa.

Syarat Ketua Dewan Syari’ah Daerah adalah sebagiub :

. Sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa §&zan
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

. Berpegang dan komitmen kepada hukum Islam, nilai-nhoral dan
kebenaran universal, adil, bertagwa, sabar, jdiam, bijaksana.

. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum-hukslam.

. Bersifat amanah dan berwibawa.
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Persyaratan yang tegas tersebut dimaksudkan urdnkaga kualitas
kader Dewan Syari'ah. Adapun perbedaan pada sygaa#t yang diberikan
antara Dewan Syari'ah pusat, propinsi dan daerdlgsemana diatas. Ini
dikarenakan kapasitas tanggung jawab yang berb&gamakin tinggi
posisinya maka tanggung jawabnya pun semakin béaat,tentunya syarat-
syarat yang ditentukan pun semakin ketat pula. Beglae syarat diatas,
menurut hemat penulis jika komitmen ini dilaksamakaaka kapabilitas dan

dedikasi Dewan Syari’ah tidak diragukan lagi.

. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Dewan Syari'ah dalamPartai
Keadilan Sejahtera
1. Kedudukan Dewan Syari'ah
Dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewgari@h
yang notabene-nya sebagai lembaga fatwa Partarassttuktural anggota
Dewan Syari'ah Pusat juga merupakan anggota Dewapifan Tingkat
Pusat yang diketuai oleh Ketua Majelis Syura. Adapang menjadi
anggota Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) adHktna Majelis
Pertimbangan Pusat, Ketua Dewan Syari'ah Pusatsidere Partai,
Sekretaris Jendral Dewan Pengurus Pusat dan Beadbinaum Dewan
Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejatitera.
Dewan Syari'ah terdiri atas Dewan Syari'ah Pusagwén

Syari'ah Wilayah, dan Dewan Syari'ah Daerah. Paugkat pusat adalah

* Anggaran Dasar (AD) PKS Pasal 12 Poin 3.
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Dewan Syariah Pusat yang berkedudukan sejajar aenllajelis

Pertimbangan Pusat dan Dewan Pengurus Pusat, pagdattpropinsi

adalah Dewan Syari'ah Wilayah yang berkedudukarajaejdengan

Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurusaysh, pada

tingkat kabupaten/kota adalah Dewan Syari’ah Dagaalg berkedudukan

sejajar dengan Majelis Pertimbangan Daerah dan BD&&agurus Daerah.

. Tugas dan Wewenang Dewan Syari'ah

f)

9)
h)

)

Dewan Syari'ah Pusat mempunyai tugas dan wewenang :
Melaksanakan Putusan Musyawarah Nasional.
Melaksanakan Putusan Majelis Syura.
Melaksanakan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tirfgisat.
Menyelenggarakan dan melaksanakan keputusan Rapaja K
Nasional.
Menetapkan fatwa.
Mengadili dan menerima kasasi atas perkara-perlgm@ari di
lingkungan Partai.
Menetapkan landasan hukum dan syari’ah bagi Partai.
Menerbitkan Panduan Dewan Syari’ah Pusat.
Menerbitkan bayan.
Menyelenggarakan sosialisasi peraturan tertentu.

Selain hal diatas, dalam Anggaran Rumah Tangga JARKRS

pasal 26 dijelaskan bahwa Dewan Syari'ah bertugas :



a) Melakukan pembinaan

bawahnya.

b) Melakukan kajian dan investigasi terhadap perkarkgra yang tidak

terselesaikan di Dewan Syari’ah di bawahnya.

c) Melakukan investigasi terhadap isu, pengaduan htacluevaluasi, dan
kesewenangan yang berkaitan dengan anggota Mdglisa dan
melaporkan hasilnya kepada Majelis Syura, serta

d) Mengambil tindakan syari dalam masalah-masalahyydiserahkan

oleh Majelis Syura, Dewan Pengurus Pusat, atau DeSyari'ah di

bawahnya.

langsung terhadap Dewan Skarich

Berikut adalah struktur kelembagaan Dewan SyaiK® :

@ [

DSW

DSD

DPP

DPW

DPD

MPP

MPW

MPD
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C. Fatwa-Fatwa Dewan Syari'ah Partai Keadilan Sejahtea Kaitannya
dengan Pembinaan Etika Berpolitik
Seiring dengan fenomena politik yang sering berkamb dan
berubah, membuat kader PKS kesulitan dalam menamtsikap, gejala
politik yang kadang bertentangan dengan hati ketiereka kerap
memunculkan ambiguitas dan keragu-raguan. Dalasasaaseperti ini peran
Dewan Syari'ah sangat dibutuhkan guna memberi gediéncerahan dan
arahan dalam menyikapi fenomena dengan bijak danasalengan etika
politik yang telah menjadi pegangan dalam kehiduperpolitik mereka.
Diantara fatwa-fatwa Dewan syari'ah yang berkenadgengan
pembinaan moralitas politik diantaranya mengen#&aekampanye dalam
Islam, Partisipasi Artis dan Tokoh dalam Kamparfagwa tentang golput,
dan fatwa mengenai money politik.
1. Etika Kampanye dalam Islam
Dalam percaturan politik, kampanye merupakan upsgtyategis

untuk mencari dukungan dan menarik simpati massa agndukung

kebijakan dan program-program partai. Dalam panaarigzewan Syari'ah

PKS, kampanye merupakan kegiatan propaganda pdatai program-

programnya dalam rangka menarik dukungan dan simpdyarakat. Di

sisi lain Dewan Syari'ah mengkategorikan kampaeyagai dakwah, baik

dakwah kepada yang baik maupun dakwah yang bBuidsar qurani

yang dapat dijadikan pegangan adalah firman AliahtsAn-Nahl : 125.

® H. Buchori Yusuf (ed.)Fatwa Jihad SiyasiJakarta : Mitra Grafika, 2004, him. 14.
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Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanreagan hikmah dan
pelajaran yang naik dan bantahlah mereka dengam yearg
baik” (QS. An-Nahl : 125)

Kaitannya dengan etika dalam kampanye, Dewan SkaRKS
memberikan rambu-rambu bagi kader-kadernya dalakaeb®anye agar
tidak keluar dari syari'at Islam, diantaranya :

a. lkhlas dan membebaskan diri dari motivasi rendah.

b. Menampilkan partai dan menyampaikan program-progyandengan
cara yang sebaik-baiknydéngan).

c. Tidak memaksa.

d. Tidak jatuh pada dusta/bohong.

e. Tidak mengucapkan janji secara berlebihan.

f. Tidak jatuh dalanghibah,caci maki dan cemooh.

g. Tetap menjaga raskhuwah Islamiyah.

h. Tidak memuji-muiji diri sendiri.

i. Memberikan kemaslahatan bagi bangsa.

j. Dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu piaiak

k. Selalu ingat akan kewajiban utama.

I. Memberi keteladanan yang baik.

® Departemen Agama RIAI-Qur'an dan Terjemahny&emarang : CV. Al-Waah, 1993,
him. 421.
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Dari dua belas komitmen inilah PKS mampu menarikpsiti
masyarakat dan membersihkan citra kampanye yamgnaeini terkesan
rusuh dan membuat masyarakat tidak nyaman. Dampusia PKS dikenal
sebagai partai yang mampu mengerahkan massa dabalachj besar yang
mencapai ribuan bahkan puluhan ribu dan dilaksandkagan terti,hal
ini dibuktikan dengan jumlah massa yang sebanyalddpat diatur dan
dikendalikan, sehingga tidak merugikan kepentingamm?

2. Partisipasi Artis dan Tokoh dalam Kampanye

Keterlibatan artis dan tokoh pernah menjadi trendlam
kampanye parpol, ini lazim dilakukan karena padasadaya artis atau
tokoh mempunyai fans dan simpatisan sendiri yamgimga secara pasif
akan memberikan dukungan bagi parpol yang diiklgh artis tersebut.
Bahkan lebih jauh lagi artis mampu menjadi icorusdbpartai.

Fenomena ini sempat menjadi dilema dikalangan ipdstam
seperti PKS, sehingga hal ini diatur khusus dalagab yang dikeluarkan
oleh Dewan Syari'ah Pusat PKS. Dalam bayan dengamoN
02/B/K/Dewan Syari'ah-PKS/V/1424 mengenai partisifatis dan tokoh
dalam kampanye memberi arahan rasional mengenardymb yang harus
diperhatikan oleh partai ketika melibatkan artisauattokoh dalam
kampanye. Artis yang dimaksud oleh Dewan Syarilaimidadalah orang-
orang yang berprofesi memproduksi drama dalamlélar lebar, televisi,

atau teater, baik sebagai produser, aktor, anisadara dan lain-lain.

" Kompas Edisi 19 November 2006.
8 Ali Said Damanik, Fenomena Partai Keadilan; Transformasi 20 Tahun dkan
Tarbiyah di IndonesiaBandung : Mizan Media Utama, Cet. Il., 2000, him02
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Sedangkan yang dimaksud tokoh adalah tokoh diludanly dakwah,

seperti seorang politisi, pengusaha dan sebagaifgda dasarnya Dewan

Syari'ah membolehkan artis dan tokoh dalam kampakgeena dalam

persepsi Dewan Syari'ah artis atau tokoh merupakasilah dalam

berdakwah. Kebolehan ini pun diikuti dengan beb&rketentuan yang

harus diperhatikan oleh partai dalam mengikutsartaértis atau tokoh

dalam kampanye. Ketentuan-ketentuan tersebut ntielipu

a.

b.

Citra artis atau tokoh bukan citra maksiat.

Penampilannya sopan.

Konteks keikutsertaannya tidak berupa sesuatu yasa@gm atau
syubhat

Adanya keyakinan bahwa kita bisa mempengaruhi nagrdsn bukan
sebaliknya.

Keikutsertaannya tidak merusak partai.

Adanya keyakinan bahwa keikutsertaannya memberianfaat.
Tidak ada unsuakalluf (memaksa).

Keikutsertaannya direncanakan secara dengan matandidak irtijali
(spontan).

Di istisyarohkandulu ke DSW (Dewan Syari'ah Wilayah ) atau DSP
(Dewan Syari‘ah Pusat)

DSP tidak merekomendasikan partisipasi artis atkort wanita’

° H. Buchori Yusuf (ed.)Qp.Cit.,him. 43.
1%1bid., him. 49.
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3. Menyikapi Golput

Lazimnya negara yang menganut sistem demokrasita pes
demokrasi atau pemilu harus diselenggarakan sebarkala untuk
menentukan sosok yang akan menahkodai negara lkgp@amabahan yang
lebih baik. Disinilah letak urgensitas peran maakat dalam menentukan
negaranya sendiri dengan memilih pemimpin yang gdjap mampu
membawa perubahan yang dicita-citakan. Berdasafékta lapangan,
umat Islam merupakan mayoritas di Indonesia, akdapt peran dan
pengaruhnya dalam percaturan politik tidak terlalgnifikan, hal itu
berdampak pada rusaknya moralitas para pemimpinrakmga
penyelewenagan dalam penyelenggaraan negara daajal@enya
kemungkaran dan kedzaliman.

Untuk itulah masyarakat diharapkan dapat berpekaif dalam
menentukan perubahan dengan memberikan hak suka gemilihan
umum (pemilu). Dewan Syari'ah memberikan artikulpemilu sebagai
ajang pertarungan antara hak dan batil. Untuk itew&n Syari’ah
memandang bahwa keikutsertaan umat Islam dalamlypenerupakan
suatu keharusan dan hal yang sebaliknya (golpugragig. Hal ini

didasarkan padeaidah ushuliyalyang berbunyi :

ok 8 A il Y

“Perintah untuk mengerjakan sesuatu, berarti jaganigan untuk
sebaliknya”
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keharusan tersebut dalam pandangan Dewan Syari'@nus h

memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. Memberikan hak suara adalah amanah, maka harus diesi-hati
dalam memilih, dengan menggunakan akal dan perasaan

b. Memberikan hak suara adalah kesaksian, maka haheyikén
kepada orang yang mempunyai komitmen kepada Istiangan
memilih orang yang agamis dan nasionalis yang nikkdrkitlayakan
dan kemampuan untuk mengemban amanat.

c. Memberikan hak suara adalah ibadah, maka tidakhbdiberikan
kepada orang-orang yang sarat dengan masalah dalg desuai
dengan ketentuan syari’ah.

d. Tidak memberikan hak suara kepada orang yang ardhisi atau
meminta jabatan.

e. Saat melakukan proses pemilihan agar menjaga ukhisiemiyah
dan menjauhkan diri dari caci maki dan adu domba.

4. Money Politics
Dewan Syari'ah memberikan artikulasoney politicamerupakan
penggunaan uang untuk mendapatkan posisi ataueparoldukungan
dalam mencapai kekuasaan, dapat pula berupa uatuk khidmah
kepada masyarakat, agar suatu akan memihak kepadgky ada
pengambilan keputusdh.Suap foney politics yang kemudian muncul

dalam masyarakat dengan wajah sodaatah hadiah atas balas budi suatu

1 |bid., him. 60.
2 |pid., him. 62.



47

tindakan tertentu (yang bertentangan dengyar’i). Tindakan semacam

ini juga pernah terjadi dalam masa Rasulullah sgfarbeliau bersabda :

i oo 1B ey e B o 1 o a1 o)y Ll gl e
o s UL T aB anlgldd Ledke Lde A oual dolin WY
(A2 0l g5) U o g
Artinya : “Dari Abu Umamah ra. Nabi SAW. bersabtarang siapa yang
memberikan satu rekomendasi untuk seseorang kemualia

memberikan hadiah atas rekomendasi tersebut lahermerima

hadiah tersebut, maka ia telah mendatangi pinta giang
besar” (HR. Ahmad)

Selain hadits diatas Dewan syari’ah juga memapaskam kaidah

ushiliyah yang berbunyi :

sjlas) p > 0l 0 > Lo
“Sesuatu yang diharamkan untuk diambil, maka din&en

pula untuk diberikan.”
Berdasarkan beberapa dalil diatas Dewan Syari'ahS PK
memfatwakan bahwamoney politics adalah diharamkan, baik yang

melakukan maupun yang menerimany&esuai dengan firman Allah :
AY: B L OGNy U e 1 8 Uy RN T e 8505

Artinya : “...... Dan tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan da
ketaqwaan, dan janganlah kalian saling tolong nwrptalam
dosa dan permusuhan..”.(QS. Al-Maidah : 2§*

13 Fatwa Dewan Syari'ah No. 03/F/K/DS-PKS/1424.
4 Departemen Agama RQp.Cit.,him. 157.
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ANALISIS PERAN DEWAN SYARI'AH PARTAI KEADILAN

SEJAHTERA (PKS) DALAM PENERAPAN ETIKA BERPOLITIK

A. Peran Dewan Syari'ah Partai Keadilan Sejahtera selgai Lembaga

Fatwa Kaitannya dengan Penerapan Etika Berpolitik

Citra positif yang melekat pada PKS tentunya tidglas dari peranan
Dewan Syari'ah yang merupakan lembaga fatwa paed#aligus sebagai
lembaga yang menjadi rujukan umaerdasarkan pengamatan penulis, dari
beberapa partai yang berbasis Islam yang tampéntdgdemilu 2004 silam,
hanya PKS yang memiliki komposisi struktural yaregdeda. Yakni selain
ada dewan Syura, Dewan Pengurus Pusat, juga adarD&yari'ah. Menurut
keterangan yang disampaikan oleh Mahmud Mahfudz, h&hwa yang
melatarbelakangi adanya Dewan Syari'ah di PKS &dikdaena PKS sendiri
merupakan partai dakwah yang menuntut kader-kadepngfesional serta
tetap berpegang padwyari'at Islam. Maka disini sudah seharusnya tugas
Dewan Syari'ah dengan segenap komposisinya bertogasgyawal kader-
kadernya agar tetap dalapirit syar'i.?

Mengingat kedudukan Dewan Syari‘ah yang independiam artian
diluar struktur pengurus harian partai (DPP, DPW BéD), membuat citra

independensi lembaga ini tampédgis. Bahkan Dewan Pimpinan Tingkat

! Merupakan visi yang diusung oleh Dewan Syari'alsa®periode 2005-2010 dibawah
pimpinan DR. Surahman, MA. lihat http://pks-onliogy

2 Hasil wawancara dengan Mahfudz Mahmud (ketua De@yari'ah Wilayah Jateng
periode 2005-2010), kamis, 28 Desember 2006.
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Pusat (DPTP) tidak dapat mencampuri, intervensiu ataembatalkan
keputusan Dewan Syari'ah Pusat tentang fatwa dathagayang telah
ditetapkan oleh Dewan Syari'ah Pusat (pasal 14 %&RT-PKS).

Kalau melihat kekuatan hukum secara legal formatlyd bukanlah
sebuah ketentuan hukum yang mempumaishmenterhadap orang yang
melanggarnya. Kekuatan fatwa lebih pada ikatan m@ag membutuhkan
tingkat kesadaran dan ketaatan penuh terhadap k@mswyang memandang
fatwa tersebut penting. Semisal fatwa-fatwa yargldarkan oleh Majelis
Ulama Indonesia (MUI), hanya menjadi penyeimbangama yang muncul
akibat kebijakan pemerintah. Salah satu contoh ikapgn Majelis Ulama
Indonesia (MUI) yang meminta pemerintah meninjaangl Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaarh Tewtak Kepentingan
Umum. Sebab, pelaksanaan Perpres tersebut serimgaiveakan kepentingan
rakyat banyak. Namun, yang terjadi hingga saatddlah Perpres tersebut
tetap berlenggang dan digunakan sebagai alat psaggukaum marginal.

Kehadiran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak Apoil 2002
ternyata mampu memberi warna dalam percaturanikpoltalam ingatan
publik, PKS merupakan partai dakwah yang profesjdmiis, memiliki kader
militan dan terlebih lagi santun dalam berpolitkenomena menjamurnya
partai Islam pada pemilu 20D4nembuat umat Islam (khususnya) dipaksa
berpikir ulang dalam menentukan pilihan dan dukangahadap tokoh yang

diusung oleh partai-partai Islam.

3 Partai yang berbasis Islam pada pemilu 2004 adBlatai Bulan Bintang, Partai
Persatuan Pembangunan, Partai Nahdlotul Ulama é&silmnPartai Kebangkitan Bangsa, Partai
Keadilan Sejahtera dan Partai Bintang Reformasi.
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Citra positif yang masih melekat dalam tubuh PKBgba saat ini,
tidak terlepas dari peran Dewan Syari'ah yang seteémberikan arahan dan
pembinaan kader-kadernya dalam berpolitik. Dalamtgsepanggung politik
Indonesia, popularitas PKS semakin meningkat. Haldibuktikan dengan
meningkatnya jumlah simpatisan dan perolehan sileean pemilihan umum
1999-2004 (perolehan suara meningkat 5,98%). merupakan angka yang
mengejutkan khususnya bagi partai-partai yang lsesdalam, dimana rata-
rata kenaikan yang diperoleh oleh partai terseanya 1 hingga 3 persen saja.
Walaupun penulis sendiri yakin bahwa dibalik kesslk®1 PKS dalam
mendulang suara tidak hanya dipengaruhi oleh faktern partai saja, namun
ada faktor ekstern yang lebih menentukan. Faktioadalah tumbangnya orde
baru dan adanya reformasi sistem kepartaian.

Peran, merupakan apa yang diharapkan seseoranstatas tertentu.
Sebagaimana dengan visi Dewan Syari'ah periode -2008 dibawah
Pimpinan DR. Surahman Hidayat, MA. yaitu “Menjadimbaga yang bisa
menjadi rujukan ummat® membuat peran yang diemban oleh Dewan Syari‘ah
menjadi sangat berat. Karena Dewan Syari'ah dituntotuk dapat
menyelesaikan semua problematika yang dihadapi anistam dengan
kompleksitas persoalan yang tinggi (termasuk magadéitik).

Disini penulis membagi peran Dewan Syari'ah ke wiatlua kategori,

yang meliputi peran intern dan peran ekstern.

* Suara yang dikantongi PKS dalam pemilu 2004 sel8825.020 (7,34 %), sedangkan
dalam pemilu 1999 hanya memperoleh 1.436.565 (%B@lan jika dikalkulasi perolehan suara
PKS mengalami peningkatan sebesar 5,98 % dari peiielumnya.

® Yaitu diberlakukannya sistem multi partai dan kehya UU No. 31 tahun 2002.

® http://www.pks-online.org
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1. Peran Intern

Peranan Dewan Syari'ah di intern partai adalahirsedabagai
wadah pembinaan kader juga memberikeishil syari terhadap
kebijakan partai dan mengawasi pelaksanaanya, mé@abgawab dan
solusi syar’i terhadap berbagai masalah yang dpiagertai dan
anggotanya. Termasuk bertanggung jawab memberikambipaan atau
pelatihan terhadap Dewan Syari'ah dibawah garnigsiralnya. Semua itu
bertujuan agar semua aktifitas kader tetap dalamddwsyari’at Islam.

Selain  memberikan ta’shil syari, Dewan Syari'ah juga
bertanggung jawab terhadap pengawasan atas aplyasii dalam
perilaku kader-kader PKS. Walaupun Pengawasan étibatkan seluruh
komponen Dewan Syari'ah, mulai dari tingkat pusaSPR), wilayah
(DSW) sampai tingkat daerah (DSD). Jika anggota d@&evbyari'ah
mendapati kader yang menyimpang atau tidak melaksanketentuan-
ketentuan Islam seperti melakukan suap, penipuan, pembohongan
publik dalam berkampanye. Maka Dewan Syari'ah bernamberikan
teguran atau peringatan bahkan Dewan Syari'ah meyapkewenangan
untuk memberikan rekomendasi agar kader yang bgkatan dikeluarkan
dari partai’

Sejauh ini Dewan Syari’ah belum pernah memberikarks berat
(dikeluarkan kader dari partai). Hal ini dikarenakerena belum pernah

ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh kadezrl@S. Palanggaran

 Hasil wawancara dengan Mahfudz Mahmud (ketua De@yari'ah Wilayah Jateng
periode 2005-2010), Kamis, 11 Januari 2007.
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yang pernah terjadi hanya pelanggaran ringan (hlalylang bersifat
privasi, seperti melakukan pacaran atau kholwatp salah satu kader
terbukti melakukan pelanggaran semacam itu, mdrakga diberi teguran
dan sanksi seperti membaissighfar 100 kali, membaca al-Qur'an dan
diminta datang kepada senior untuk diberi pencerapiritual® System
control yang dimulai dari hal-hal sederhana dasitermikro inilah yang
kemudian diharapkan dapat berpengaruh makro bagergpan etika
dalam berpolitik.

Adanya sistem kontrol yang ketat, sangat berdantpakadap
kualitas kader dan citra partai. Adanya aturanrdadatiap partai memang
tidak bisa dinafikan, setiap partai pasti mempursgabrekaturan dan
lembaga pengkaderan yang memberikan koridor-koydag tidak boleh
dilanggar oleh kader. Namun fakta di lapangan akambuktikan
segalanya, apakah kader-kader itu mematuhi aturtaara yang telah
ditetapkan atau mereka mengabaikannya givate interest.

2. Peran Ekstern

Peran inilah yang mempunyai pengaruh dalam peniagkeitra
PKS di pentas politik Indonesia. Wujud konkrit Dew8yari'ah dalam
pentas politik diantaranya memberikan fatwa-fatwangy berkenaan
dengan perilaku politik seperti dalam pelaksanaampanye, fatwa

tentang partisipasi artis dan tokoh dalam kampanye.

8 Hasil wawancara dengan Mahfudz Mahmud (Ketua De@gari'ah Wilayah Jateng
periode 2005-2010) dan Ketua DPC-PKS Ngaliyan,rgénFebruari 2007.
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Selain memberikan fatwa, Dewan Syari'ah juga mtida diri
untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi urfthhaar partai).
Dalam hal ini peran Dewan Syari'ah hanya sebatasnbaekan
pencerahanb@yana} terhadap masyarakat, seperti keterlibatan Dewan
Syari'ah dalam penetapan awal Ramadhan, Idul &ni Idul Adhd
Sarana yang digunakan dalam pembebayanatbiasanya lewat tabligh,
seminar, dan dialog keagamaan.

Kalau melihat tugas DSP, maka tugas ini amat baaat mulia.
Berat karena harus menjelaskan tentang halal damhserta menjawab
setiap permasalahan terkait syari'ah yang dihapagai, kader dan umat
Islam secara umum. Mulia, karena Allah telah megikan derjat yang
tinggi bagi orang-orang yang telah memberikan pemmamn keagamaan
pada ummat’ Persoalan manusia bermacam-macam jenisnya, nieliput
berbagai bidang ilmu dan mereka diharapkan mampunbagkan
jawabansyar'i atas persoalan-persoalan itu. Bahkan jawaban-gweari
Dewan Syari‘ah periode telah dibukukan. Berikutatafatwa-fatwa yang
telah dibukukan :

Judul buku : “Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Pusat d@PaKeadilan

Sejahtera”

® http://pk-sejahtera.org

19 Dewan Syari'ah Pusat Partai Keadilan Sejahtestwa-Fatwa Dewan Syari'ah Pusat
Partai Keadilan Sejahteralakarta : Dewan Syari'ah Pusat Partai Keadilanh&sja, 2005, him.
Viii.
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No Materi Fatwa

1 | Shalat dan adab musyafir

2 | Menggerakkan telunjuk dalam tasyahud
3 | Shalat istisqga’

4 | Shalat tarawih

5 | Qiyamullail berjamaah diluar Ramadhan
6 | Awal Ramadhan Idul fitri dan Idul Adha
7 | Takbiran di hari Idul fitri dan Idul Adha
8 | Qunut nazilah

9 | Muhasabah di tahun baru Masehi

10 | Hukum tahlilan dalam Islam

11 | Zakat fitrah

12 | Bayan zakat profesi

13 | Zakat hasil ceramah

14 | Zakat karyawan untuk usaha

15 | Puasa bagi wanita hamil, menyusui dan anak-anak
16 | Masalah khilafiyah

17 | Pernikahan aktivis kampus

18 | Nikah setelah berzina

19 | Sumpah untuk melakukan maksiat

20 | Jabat tangan antara pria dan wanita

21 | Bisnis BBA dan Rent a Car

22 | Bai'ul wafa

23 | Bisnis MLM

24 | Meminjam di bank konvensional

25 | Future trading

26 | Hukum menerima hadiah bagi anggota DPR/DPRD
27 | Riswah dalam Islam

28 | Beasiswa dari bank konvensional

29 | Deposito di bank konvensional

30 | Dana riba untuk aktivitas partai

31 | Riba dan bunga bank

32 | Muamalah yang mengandung riba

33 | Wanita bekerja dan tampil di muka umum
34 | Keterlibatan akhwat di pengurus DPP
35 | Penitipan anak dalam Islam

36 | Mukhoyyam akhwat

37 | Seni pentas

38 | Keterlibatan para da’l dalam dunia film
39 | Menonton film di bioskop

40 | Konsep sakit dan sehat dalam Islam

41 | Transplantasi organ tubuh manusia

42 | Pengobatan dengan cara rukyah

43 | Lagu dan musik
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44 | Partai politik dalam Islam

45 | Koalisi dan aliansi menurut Islam
46 | Oposisi dalam Islam

47 | Tadzkirah tentang presiden wanita
48 | Demonstrasi dalam Islam

49 | Etika kampanye dalam Islam

50 | Jihad dalam Islam

Buku ini diterbitkan karena adanya tuntutan moaiti simpatisan
PKS untuk mengetahui jawabayar’i atas problematika yang sedang
mereka hadapi. Ini merupakan salah satu wujud ifeBktvan Syari‘ah
dalam menyelesaikan masalah ummat. Namun penulisbergan
catatan dalam buku tersebuiroblem solvingyang dikeluarkan oleh
Dewan Syari'ah cenderung kepada masalaidiah dan fighDan hanya
sebagian kecil saja yang bersinggungan dengan npaolik atau masuk
dalam ranah kebijakan publik seperti pembahasan.RUU

Kembali kepada DSP yang bertugas merumuskan landysa'i
terhadap partai dalam melaksanakan aktifitasnyardanberikan jawaban
syar'i terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi i pdda
anggotanya serta masyarakat, ketimbang hanya mabjawasalah-
masalah seperti khilafiyah, jabat tangan pria veardtl, DSP seharusnya
memberikan landasasyar'i untuk Anggota Legislatifaleg PKS yang
berjuang di parlemen dalam membahas RUU dan meogmgkan garis-
garis landasan yang sudah ditetapkan oleh DSR PR.

Walaupun setiamleg sekurang-kurangnya dibantu oleh asisten
pribadi yang tentunya bukan pakar-pakar dibidanggydihadapi oleh

aleg-alegitu. Namun, terkadangleg juga mengalami kerepotan karena
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selain harus menghadapi debat dengan lawan-lawétikmpga dalam
memperjuangkan aspirasinya, juga harus mencari eunmformasi
mengenai topik-topik yang sedang dibahas. Selaimushanenghadapi
lawan politik dari parpol lainaleg juga harus menghadapi 'lawan' dari
pemerintah, yang biasanya berisi pejabat-pejalyatya@ng sudah puluhan
tahun bekerja di bidang itu (level Dirjen), makala seharusnyaleg-
aleg dibackup oleh sebuah konsep yang matang, yang juga memiliki
landasan syar'i yang kudt.

Siapa yang seharusnya membatkupkonsep tersebut ?, kalau
melihat AD/ART PKS, maka yang bertugas untuk itualad Dewan
Syari'ah. Karena itulah peneliti memandang dariapatbuk mengurusi
masalah seperti diatas, lebih baik sumber daya gdagli Dewan Syari‘ah
itu diarahkan untuk memikirkan landasawpar'i bagi masalah-masalah
yang dihadapi olelaleg-aleg PKS di DPR. Sehingga tidak terjadi lagi
adanyaaleg PKS yang justru menjadi juru bicara atau pengusaimgiah
RUU yang sarat dengan muatan atau pesanan daki kaipitalis'?

Kondisi ini terjadi karena PKS menyatakan diri ggba
pendukung Pemerintah, sehingga daya kritis pargyaagDewan-nya
terkesan mandul. Bahkan, untuk beberapa kebijakaentu, terkesan
sudah tidak memiliksenseterhadap kondisi masyarakat. Hal ini terlihat
dari persetujuan Fraksi PKS terhadap perubahanasaggdimana salah

satu poinnya adalah kenaikan harga BBM.

™ http://pkswach.blogspot.com
2 pid.
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Penulis memahami bahwa 45 kursi di DPR memang tiigdat
menjamin untuk menciptakgwolicy, namun tidak menutup kemungkinan
jilka 45 orang ahli diplomasi mampu mempengaruhi S58ng yang

tersebar dalam beberapa komisi.

Walaupun Peran Dewan Syari’ah dalam memberikarubansyar’i
terhadap kebijakan publik hanya sebatas wacanaumagmerannya dalam
menggemblendkader-kadernya yang duduk dalam kursi Legislatikugu
membanggakan. Mereka tetap berpegang pada fatwa-fging diberikan
oleh Dewan Syari'ah seperti larangan praktekney politicyang kerap
dilakukan oleh Anggota Dewdr

Contoh konkrit yang dilakukan oleh kader-kader P&dalah sikap
aleg dalam menyikapi PP No. 37 tahun 2006. Walaupungabaleg yang
ada di beberapa daerah sudah ada yang menerima tsjgngan
sebagaimana yang diamanatkan dalam PP 37 tahun R@®6un mereka
tidak berani menggunakan uang tersebut. Kader-kag& memberikan dua
penyikapan. Pertama, mereka mengembalikan uangbtdr&e kas daerah.
Kedua, mereka menerima namun mereka mempergunakartersebut untuk

kepentingan rakyat (santunan pubfik).

13 Banyaknya praktekmoney politic yang dilakukan oleh anggota Legislatif yang
menyebabkan citra DPR buruk dan korup. Hal ini jufieuatkan dengan hasil survei yang
dilakukan oleh lembaga Transparation Internatiolmlonesia (TIl) dan Global Corruption
Barometer (GCB) yang menunjukkan bahwa DPR merupidmbaga terkorup di Indonesia pada
2006. lihat Editorial, “Lembaga Paling Korug¥Media IndonesiaSenin, 11 Desember 2006.

14 «“FPKS Mengikuti Instruksi Pusat” dalawawasan17 Januari 2007.
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B. Kerangka Berfikir PKS Kaitannya dengan Moralitas Palitik Islam.

Mengapa partai Islam tidak bisa bersatu, tema goupakan diskusi
panjang yang hingga saat ini masih menghantuiipioldiam Indonesia. Cita-
cita untuk menyatukan partai Islam itu menjadi mnketika dibenturkan
dengan issue demokrasi dan kepentingan pribadiadgladgn PPP pada orde
baru dapat dianggap sebagai pengalaman buruk dayelpeb kegagalan
partai Islam dalam menciptakaclean governmentPadahal kalau kita
menengok sejarah kelahirannya, pada tahun 1973nR®Bpakan fusi dari
beberapa partai Islam (NU, PSII, Perti dan Permusi)

Ternyata kekecewaan masyarakat tidak sampai digtika reformasi
digulirkan dan diterapkannya sistem multi partadgpgemilu 1999 ternyata
tidak jauh dari rezim sebelumnya. Kondisi negerilahaterpuruk, korupsi
merajalela, angka pengangguran dan kriminalitasimgkat. Indikasi inilah
yang menyebabkan masyarakat makin tidak percagiadap sebagian partai,
sehingga menyebabkan penurunan jumlah suara dédpbguartai seperti
PDIP, Golkar, PAN, PBB dan PPP.

Salah satu partai yang meningkat popularitasnya kathun terakhir
(1999-2004) adalah PKS. Kehadiran PKS seolah-olamjadi oase bagi
masyarakat akan pemenuhan sebuah etika politienBéh ketidakpercayaan
masyarakat terhadap etika partai politik, Partanddean Sejahtera tampil

dengan membawa isu moral dan menunjukkan etikélppting santun dalam

15 Kompas 10 April 2004
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aksi dan gerakan politikny8 Kalau melihat sejarah keberadaannya pun Partai
Keadilan Sejahtera merupakan upaya sebuah komuy@itesingin memasuki
dimensi politik sebagai bagian dari dimensi-dimeksehidupan manusia,
sekaligus menjadi cermin aktualisasi universalitalm dalam rangka
mewujudkan keseimbangan hidup. Oleh sebab itu rmaerekmandang bahwa
partai politik merupakan sarana yang efektif dalgraya mewujudkan sebuah
struktur masyarakat muslifm.

Isu moral yang diusung oleh PKS ternyata tidak haegpan jempol,
sebagai partai Islam tentunya moralitas yang dibarigKS adalah moralitas
yang berdasarkan prinsip-prinsip etika Islam. Yaiprinsip-prinsip
sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an dan halistaranya mengenai
prinsip untuk menjadikan kekuasaan sebagai amatka&ipeinimpinan),
musyawarah, keadilan sosial, persamaan, pengakaarperlindungan hak
asasi manusia, prinsip peradilan bebas, perdamdam keselamatan,
kesejahteraan masyarakat dan ketaatan rakyat. Yalaslam sendiri tidak
menerangkan mengenai ajaran moralitas politik seelsplisit, namun roh-
roh perilaku politik yang diwakili oleh pembelaaegentingan publik telah
diterangkan dalam Islam.

Prinsip-prinsip itulah yang kemudian menjadi dapgakan Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) untuk melangkah dalamgsepblitik nasional.
Sehingga tidak salah dengan formalitas Islam yamgathkan secara eksplisit

sebagai identitas, label dan simbol PKS.

16 Aay Muhammad FurkorPartai Keadilan Sejahtera; Idiologi dan Praksis Ritd Kaum
Muda Muslim Indonesia Kontempordgkarta : Teraju, 2004, him. 106.
17 i
Ibid.
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Yang perlu dilakukan oleh partai-partai Islam atdi@agaimana para
pemimpin-pemimpin mereka melakukan gerakan tranmsdsr dan reformasi
total. Yaitu melakukan perubahan pada tingkat kudan struktur kepartaian
yang tidak hanya mengandalkan simbol-simbol Islakan tetapi lebih
mengutamakan modernitas, esensialitas dan subtariia

Implementasi nilai-nilai nalar politik itu dapatriaaijud pada visi-misi
partai. Sehingga bobot kebaikan dan nilai-nilai fggulan Islam dapat
diterapkan dalam setiap aksi politik. Salah satotao aplikasi nilai-nilai
Islam yang diterapkan dalam PKS adalah pada alssigdmai yang selama
ini mereka lakukan. Seperti yang dilakukan dalasi gaknolakan kedatangan
Presiden AS. Dalam aksi yang melibatkan puluham kéder dan simpatisan
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berlangsuntipt&t

Tidak hanya itu, dalam mengemas kampanye PKS pubeta
dengan partai-partai lain bahkan partai Islam Ménn PKS lebih
mengedepankan orasi politik dan dialog dengan disgra Sedangkan kalau
kita menilik partai lain, mereka masih menggunakara-cara kuno seperti
pentas musik dangdut. Bagi mereka yang penting andgsa berkumpul
banyak dan mereka dapat menyampaikan janji-jamgde harapan massa
terpengaruh dan berdampak pada perolehan suana gedmilihan umum.
Deskripsi inilah yang kemudian mampu merubah pgradi kampanye yang
selama ini cenderung hura-hura, anarkis, menjadipkaye yang damai,

tertib dan mendidik. PKS memandang bahwa kampamrepakan salah satu

8 Faisal Ismail,Pijar-Pijar Islam; Pergumulan Kultur dan Struktudakarta : Badan
Litbang Agama dan Duklat Keagamaan Departemen Agaim&002, him. 133.
9 Kompas19 November 2006.
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sarana Dakwah yang efektif sekaligus sebagai satalzan menyampaikan
program-program partai. Dasagur'ani yang mereka gunakan sebagai

pegangan adalah firman Allah surat An-Nahl : 12&gyberbunyi :

z @

u\ bl (o Al s ot el RSl W o ) £
VY 0r iy il (LT 3 s 15 oo s 81 55 0
Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhannemgan hikmah dna
pelajaran yang naik dan bantahlah mereka dengaryeag baik”
(QS. An-Nahl : 125¥
Dewan Syari'ah juga memberikan rambu-rambu bagekkadernya
dalam berkampanye agar tidak keluar dari syarslainh, diantaranya :
1. Ikhlas dan membebaskan diri dari motivasi rendah.
2. Menampilkan partai dan menyampaikan program-progyanglengan cara
yang sebaik-baiknyah(san).
3. Tidak memaksa.
4. Tidak jatuh pada dusta/bohong.
5. Tidak mengucapkan janji secara berlebihan.
6. Tidak jatuh dalanghibah,caci maki dan cemooh.
7. Tetap menjaga rasikhuwah Islamiyah.
8. Tidak memuji-muiji diri sendiri.
9. Memberikan kemaslahatan bagi bangsa.

10. Dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu plaiak

2 Departemen Agama RII-Qur'an dan Terjemahnys&emarang : CV. Al-Waah, 1993,
him. 421.
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11.Selalu ingat akan kewajiban utama.
12.Memberi keteladanan yang baik.

Konsep perilaku politik PKS yang selama ini diamqggantun dan
tertib merupakan manifestasi dari peranan Dewarri'8yamelalui fatwa-
fatwanya. Bahkan Dewan Syari'ah sendiri sampai eleagkan buku “Fatwa
Jihad Siyasi” sebagai pedoman partai agar tetapndavarna dan koridor
syar’i. Fatwa tersebut meliputi : etika kampanye dalamanisl kampanye
dengan pendekatan budaya, partisipasi artis daohtaalam kampanye,
partisipasi politik masyarakat, Larangan golput,néyp politik dan fatwa caleg
dan pengurus PKS non muslim. Fatwa itu merupakgodvoroaktif Dewan
Syari'ah terhadap kondisi politik Indonesia, dimapartai politik mulai
kehilangan identitas dan masyarakat tidak lagi aeralengan institusi yang
partai politik*

Dengan fatwa tersebut PKS tidak hanya mengajakdeekader-kader
PKS saja, namun kepada semua partai khususnya yamnta berbasis Islam
untuk tetap menjaga identitas keislaman dan tetapegang pada ajaran-
ajaran Islam, tidak terjebak pada motif yang renflaing dan jabatan) dan
untuk kepentingan sesat yang berdampak pada hyanggputasi individu,
institusi dan Agama.

Sebenarnya, para politikus sendiri kalau mau meadgan perilaku
dan tindakan mereka akan sadar bahwa mereka cegdenenjauh dari

prinsip-prinsip yang menjadi struktur dalam penakirpolitik dan dari nilai-

21 Warjio, Refleksi Pilihan Raya 200Makalah Seminar yang diselenggarakan Islamic
Development Management Project (IDMP), UniversinS&Malaysia , 26 April 2004
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nilai luhur yang mereka yakini. Penyebab kecendgaariersebut dikarenakan
oleh obsesi mereka yang over, sehingga merekarosqgiekedalam cara-cara
naif yang bertenyangan dengan keyakinan merekarsend

Untuk itulah PKS lewat Dewan Syari'ah mencoba nleksikan
norma-norma yang bersumber dari ajaran agama kadalania politik

praksis. Dengan kata lain mereka membuat sintdsasatieyure dan defacto.
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PENUTUP

A. Kesimpulan
Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penuampaikan beberapa
poin kesimpulan yang merupakan inti dari uraian lpgimasan skripsi di atas,
yang antara lain :

1. Dibalik kesuksesan PKS tidak lepas dari peran De®gariah yang
selalu memberikan arahan dan pembinaan kader-kaeagar tetap
berpegang pada prinsigyar’i dalam berpolitik. Dewan Syari'ah pula
yang bertanggungjawab penuh terhadap kualitas kagdgrsenantiasa taat
terhadap syari'at Islam. Sebagaimana visi Dewanri'@a “Menjadi
lembaga yang bisa menjadi rujukan ummat”’, Dewanri@yaberusaha
menjadi problem solvingummat dengan segala problematika yang
dihadapi dalam rangka Dakwah damar ma’ruf nahi munkarMisi
tersebut yang kemudian menjadikan Dewan Syari’atryukurang efektif
dan kurang menyentuh terhadap ruang publik. Kebaydatwa-fatwa
yang dikeluarkan berkenaan dengan hal-hal yandféeubudiyahyang
seharusnya peran ini dapat dilaksanakan oleh siapap

2. Kehadiran PKS seolah-olah menjadiase bagi masyarakat akan
pemenuhan sebuah etika politik. Di tengah ketidedgy@man masyarakat
terhadap etika partai politik, PKS tampil dengamrbhawa isu moral dan

menunjukkan etika politik yang santun aksi dan kgnapolitiknya. Aksi

64
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politik yang dilakukan oleh kader dan simpatisan SPKeolah-olah
memberi teladan publik untuk bersikap santun dg&aptberpegang pada
ajaran-ajaran Islam. Dewan Syari'ah juga mengagbakla partai-partai
Islam lainnya agar tetap berpegang pada prinsipsipridan nilai-nilai

Islam. Sehingga partai Islam mempunyai identitasgygelas dan tidak

sebatas pada simbol-simbol Islam.

B. Saran-saran
Setelah mengkaji tentang peran Dewan Syari'ah deaaenerapan
etika berpolitik, penulis memberikan saran :

1. Dewan Syari'ah yang bertugas memberikeishil syar’i terhadap
kebijakan partai dan mengawasi pelaksanaannya) leleingedepankan
perhatiannya pada ruang publik. Seperti memberikarna syar’i
terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan pemerimatalui Anggota
Legislatif.

2. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpercapahblhk terhadap
partai politik dikarenakan perilaku mereka sendigng arogan dan
mengenyampingkan etika dan moralitas politik. Alatg baiknya setiap
partai mempunyai lembaga semacam Dewan Syari'aly yaertugas

sebagai pengontrol dapionasedalam penerapan etika berpolitik.
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C. Penutup

Tidak ada kata yang pantas bagi seorang hamba giaguniai
nikmat kesehatan dalam menyelesaikan karya tuljssglain ucapan tasbih,
tahmid, dan takbir serta syukur dihadapan Allah Sysfig Maha Pengasih
dan Penyayang.

Dalam menulis skripsi ini penulis sadar bahwa kanjabukanlah
sebuah kajian yang komprehensif yang tentunya nizesityak kekurangan,
namun yang pasti bahwa semua itu bukanlah merupt§aan penulis.
Tetapi kekurangan tersebut merupakan bukti keteshat kemampuan
penulis yang tidak bisa ditutup-tutupi. Jadi benia ada pepatah yang
mengatakan“tidak ada gading yang tak retak”itulah kenyataan yang
penulis alami.

Akhirnya penulis sangat mengharapkan sekali sasmkiitik yang
konstruktif dari pembaca untuk mengoreksi, dalamgka menuju masa
depan keilmuan yang lebih matang dan maju. Besapha kami, semoga
skripsi yang sederhana ini akan memberikan manifaak penulis khusunya

dan bagi pembaca pada umumya.
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